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ABSTRAK

Hana Inas Imtitsaliyah, 2026. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi
Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”. Program Studi Hukum
Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Nabella Maharani
Novanta, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan dalam pemenuhan hak konstitusional
mantan narapidana dalam memperoleh aksesfpekerjaan. Secara normatif, hak atas pekerjaan
telah dijamin dalam Undang-Undang D a Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menjadi bagian dari tanggung jawab ewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, mantas A ghadapi berbagai hambatan dalam
memperoleh pekerjaan, seperti alam proses penerimaan tenaga
kerja. Kondisi tersebut me jaminan hak atas pekerjaan
secara normatif denga itian ini bertujuan untuk
menganalisis peng n hak konstitusional
mantan narapida A elum terpenuhinya
hak tersebut dan esejahteraan.
Metode pe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pene ukum normatif

perundang-undangan (statute approach) dan pe
). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang
an perundang-undangan yang berkaitan dengan hg
agakerjaan, dan pemasyarakatan, serta bahan hu
an literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hu
ntuk mengkaji tanggung jawab negara dalam
n narapidana, kepastian hukum belum terpenuhin
jara dalam perspektif negara kesejahteraan.
Hasil penel enunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhada
mantan narapidana dalam akses pekerjaan belum terlaksana secara optimal karena masih
aitu stigma dan diskriminasi dalam j
isian (SKCK) yang dapa

dengan pendek
(conceptual app
primer berupa p
asasi manusia,
buku, jurnal ilm
deskriptif kuali
pekerjaan bagi

atan  konseptual
ti bahan hukum
stitusional, hak
ekunder berupa
lilakukan secara
uhan hak atas
tersebut, serta

memiliki dasar yang je gan pekerj
diskriminatif yang tidak d

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Mantan Narapidana, Akses Pekerjaan, Negara
Kesejahteraan.



ABSTRACT

Hana Inas Imtitsaliyah, 2026. “State Responsibility Regarding Access to Employment for
Former Convicts from the Perspective of the Welfare State”. Constitutional Law Study
Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Nabella Maharani
Novanta, M.H.

This research is motivated by issues surrounding the fulfillment of the constitutional
rights of former convicts to access employ ormatively, the right to work is guaranteed
under the 1945 Constitution of the Rep. nesia and constitutes part of the state’s
responsibility to ensure the welfar ractice, however, former convicts
continue to face various obsta ent, such as social stigma and
discrimination during the re reveals a gap between the
normative guarantee of t ation for former convicts.
This study aims to a jbility in fulfilling the
constitutional righ examine the legal
certainty concer non-fulfillment of these'righjcs, and exp s to optimize the
state’s role base, e principles of a welfare state. '

The resear loys a normative legal methodology, utilizing b
and a conceptu roach. Data were gathered through a literature
primary legal Is such as legislation related to constitutional
labor, and the tional system as well as secondary legal materi
scholarly journ nd other relevant legal literature. The legal ma
using a descrip alitative method to examine the state’s responsi in fulfilling the
right to work fo er convicts, the legal certainty regarding the fail ulfill this right,
and the optimiz f the state’s role within the framework of a welft te.

The resea dings indicate that the state’s responsibility ding access to
er convicts has not been optimally fulfilled du veral persistent
barriers: stigma and discrimination in the job market; the use of a Police Clearance

ifi ich.can serve as an administrative hurdl i i
iness; the personal circ

work and its actual
regulations and the state
er convicts regarding access to e

atute approach
, encompassing
human rights,
cluding books,
were analyzed

of
conditi

recruitm i e based on c must not

Keywords: State Responsi oyment, Welfare State.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara huku

landaskan Pancasila dan Undang-Undang
UUD NRI 1945) telah menempatkan

lam mewujudkan keadilan dan

Dasar Negara Republik Indon
perlindungan sosial mengalami transformasi
paradigma yang Si ng semata berorientasi

pada pengh i. Transformasi ini

g harus dibina

dan dik kan ke masyarakat sebagai warga yang berdaya.

konstitusi UUD NRI 1945 secara eksplisit menja setiap warga

negara endapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lay I ini tercermin
7 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa

kerjaan dan penghidupan yang layak bagi kem

dalam warga negara

n. Selain itu,

t (2) juga memperkuat ketentuan tersebut deng negaskan hak

tuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakua adil dan layak

dalam hubungan kerja”.? Jaminan konstitusional ini bersifat universal dan tidak

gi setiap warga negara,

kenyataan yang dihadapi mantan narapidana jauh dari ideal. Proses kembali ke
masyarakat tidak selalu berlangsung dengan mudah bagi mantan narapidana. Status

sebagai seseorang yang pernah menjalani pidana masih dapat menimbulkan stigma

1 Ari Suriani2 Nadin Aminasyal, “Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di
Lapas Kelas ITA Serang,” Central Publisher 2 (2024): 2048-54.

2 Mahkama Konstitusi, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mk 1945 (2017): 19.

3 Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia
(Protection Of Constitutional Rights In Indonesia),” Jurnal IImiah Penegakan Hukum 8, no. 2 (2021): 183-92.

1



dan pandangan negatif dari lingkungan sosial, termasuk ketika mantan narapidana
berusaha mendapatkan pekerjaan.* Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesempatan
mereka untuk memperoleh pekerjaan karena riwayat pidana dapat menjadi

pertimbangan dalam proses penerim naga kerja.

Salah satu hambatan struk ing nyata dalam akses pekerjaan bagi

kan ,kompetensi‘, rehabilitasi, atau pé‘{upaha
ma masa pembinaan.® Pasal 5 Undaﬁg-Undang N

agakerjaan pada dasarnya melarang adanya diskriminasi

ekerjaan. Ketegangan normatif ini menunjukkan kewenangan
KCK belum

ngan hak asasi

negara dalam menjaga keamanan publik mel
laras dengan kewajiban negara untuk menjamin pe

usnya hak atas pekerjaan.

level nasional
apat 143.303

an data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

mantan narapidana dan residivisme tahun 202
dan 23.382 residivis atau 16,3% me

sar. Salah satu penye

isu individ rsoalan struktural yang

berdampak langsu tas sistem secara nasional.®
Dampak dari tertutupnya akses pekerjaan bagi mantan narapidana tidak hanya

berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas

4 Elda Putri Azkiya, “Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menghadapi Stigma Negatif
Masyarakat,” Lindayasos: Jurnal Iimiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial 10, no. 2 (2024): 1-5.

5 Emirza Nur Wicaksono, “Problematika Penerbitan SKCK Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia,” Jurnal Esensi Hukum 7, no. 2 (2025): 16-35, https://doi.org/10.1086/374403.

6 Afitn, “Modal Sosial Residivis: antara Stigma dan Efcktivitas Pembinaan Pemasyarakatan”
https://www.ditjenpas.go.id/modal-sosial-residivis-antara-stigma-dan-efektivitas-pembinaan-pemasyarakatan  di
akses pada tanggal 25 Juli 2026



https://www.ditjenpas.go.id/modal-sosial-residivis-antara-stigma-dan-efektivitas-pembinaan-pemasyarakatan

dalam aspek sosial dan ekonomi. Dari perspektif ekonomi, mantan narapidana yang
tidak memiliki penghasilan menjadi beban sosial bagi keluarga dan masyarakat,

sekaligus berpotensi kembali terjebak dalam siklus kejahatan. Dari perspektif sosial,

ketidakmampuan mereka untuk be i dalam kehidupan ekonomi menciptakan

eksklusi sosial yang semaki tigma.” Mantan narapidana tetap
k untuk hidup, memperoleh

pendidikan, dan igma atau reaksi negatif

masyarakat sangat
upan mereka.

pada 'dAasarnyé tidak >d.ap'qt' dilepaska onsep negara

Welfa'r'e‘s.tate) ‘yang dianut Inddnésia. Alinea t Pembukaan

ng Dasar Negara Republik Indonesia Ta.hun'1945 gkapkan cita-
:

ejahteraan, seperti yang tertuang dalam Pasal 28H sal 34 ayat (2)

945, yang masing-masing menegaskan bahwa bertanggung

ktif untuk memastikan kesejahteraan semua warg alam konsep

k hanya berfungsi sebagai pembuat dan pengatur

an, tetapi juga
dalam menyediakan layanan serta perlindung ial, termasuk
menjam r setiap orang memiliki kehidupan yang layak rlindungi dari

kemiskinan maupun ketimpangan ekonomi.® Namun, dil.ih‘at dari kondisi yang dialami

mengakses pekerjaan, terli

dapat kembali hidu
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan jaminan

" Fakultas Hukum et al., “Tinjauan Socio-Legal Persepsi Masyarakat Terhadap Narapidana Setelah
Menjalani Masa Hukumannya Di Lembaga Pemasyarakatan ( Socio-Legal Review of Community Perceptions
Of Prisoners After Serving Their Term In Correctional Institutions )” 26, no. 2 (2025): 316-53.

8 Afgha Okza Eriranda et al., “Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1)
Undang- Undang Dasar 1945 Eny Kusdarini PENDAHULUAN Salah Satu Syarat Utama Dalam Berdirinya
Suatu Negara lalah Bertujuan Agar Bisa Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat . 1 Pada Saat Sekar” 31, no.
November (2024): 560-84.

% Soegijapranata, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya,”
Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan 1, no. 1 (2020): 23-33.



hak atas pekerjaan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji
bagaimana tanggung jawab negara tersebut dapat dipahami dan dijalankan terhadap
mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat. Kajian tersebut penting karena
adanya jaminan hukum terhadap hak atas pekerjaan perlu disertai dengan peran negara
yang mendukung agar hak tersebut dapat dinikmati secara nyata oleh setiap warga
negara, termasuk mereka yang perna
melakukan secara lebih mend “TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP AKSES PE NTAN NARAPIDANA DALAM
PERSPEKTIF NEGA

njalani pidana. Atas dasar itu, penulis akan

B. Rumusan M

1. an bagi mantan
alam perspektif negara kesejahteraan?
2. kep’alstiéﬁ',hﬁkum belum terpenhﬁﬁ;/a..‘hak k ional mantan
dalam akses pekerjaan? :
C. Tujuan tian »
ganalisis tanggung jawab negara terhadap akses p n bagi mantan
dalam perspektif negara kesejahteraan.
2. Unt nganalisis kepastian hukum belum terpenuhiny: konstitusional

rapidana dalam akses pekerjaan.

akses peke iti negara

2. Kegunaan Pra
a. Mahasiswa
Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai
tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusional bagi mantan
narapidana dalam akses pekerjaan. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi
referensi akademik dan bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.



b. Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
bahwa mantan narapidana tetap memiliki hak sebagai warga negara, termasuk

dalam memperoleh kesem kerja. Dengan demikian, masyarakat

diharapkan dapat me an yang lebih terbuka dan tidak
diskriminatif.

c. Pemerintah

Peneliti iharapkan';dapat me an pertimbangan bagi

mstans: terkalt cIaJam men serta memperbaiki

narapidana agar

ng berka‘ltan ﬁengan aks'és pekerJaan ba
dan ;esual dengan prinsip negaTakeselahtera

'. \<

E. Kerang ritik o

1. Teo ra Kesejahteraan

welfare state atau negara kesejahteraan secara t logis merujuk

pemerintahan yang berkomitmen mewujudkan lan sosial dan

gan ekonomi. Dalam studi ilmu sosial, hal ini dkan melalui

erlindungan sosial, kesetaraan akses terhadap | publik, serta

strategis negara dalam perekonomian. Lebih dari ar penyaluran

fundamental

sial, - negara kesejahteraan mencakup tgnggung
h dalam mendistribusikan sumber daya secara_adi

manusia.®

ara memeg ma dalam menjamin

terwujudnya kat secara luas, serta

pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang optimal.}* Negara
kesejahteraan pada hakikatnya merupakan bentuk tata kelola tata negara yang

mengemban kewajiban dalam memitigasi masyarakat. Risiko-risiko tersebut

10 Shafira Putri Ridasmara, “PERAN DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SERANG TERHADAP PENYELENGGARAAN JOB FAIR BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI SERANG NOMOR 82 TAHUN 2016,” Jurnal Media Akademik (JMA) 4, no. 8 (2026).

1" La Ode Angga, “REKONSTRUKSI FORMULASI PENGATURAN PENGAWASAN DAN
EVALUASI PENATAAN RUANG SEBAGAI BAGIAN DARI INSTRUMEN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI MALUKU” 17, no. 1 (2017): 1411-9781.



termasuk kemiskinan, ketidakmampuan, pengangguran, serta ketimpangan akses
pendidikan dan persoalan struktur yang kerap melampaui kapasitas penyelesaian
individu secara mandiri. Untuk meminimalisasi ketimpangan tersebut, negara
hadir melalui intervensi kebijakan strategis, seperti jaminan kesehatan nasional,

pendidikan publik, jaminan perlindungan ketenagakerjaan, serta

rekayasa redistribusi pen ekanisme perpajakan dan alokasi

anggaran negara.*?

Gagasan ne jahteraan sebagai orientasi

enggaraan tatérgarj, berneg hal ini, negara tidak

| sebagai entitas ‘pési.f_aiau netra dinamika sosial-

ainkan: fﬁemegahg tanggu'ng‘:fa'wab‘ akti merealisasikan

dan  kesetaraan. Peran strategis hegara dkan lewat
araan jaminan sosial, pengaturan ~alokasi s daya, serta

!
ian iklim pasar guna mencegah timbulnya ketim yang serius.

nya, paradigma ini menandai transformasi pera

minimalis (minimal state) menuju fungsi pemb
3

ka ini berakar pada pandangan bahwa setiap wa gara memiliki

sial yang wajib dijamin melalui instrumen kebijak ra. Hak sosial

isan masyarakat tanpa

osial bukan sekedar efek
samping dari pertumbuhan ekonomi, melainkan buah dari intervensi publik yang
disengaja.'*

Konsep negara kesejahteraan juga menekankan pentingnya kesetaraan

12 Dody Setyawan Dekki Umamur Rais, KEBIJAKAN SOSIAL SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN

PRAKTIK, n.d.

13 Budi Setiyono, “Model Dan Desain Negara Kesejahteraan,” n.d.

14 Gede Wirata, Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dan Pengentasan Kemiskinan, n.d.



kesempatan bagi setiap warga negara. Dalam hal ini, negara bertugas menjamin
akses yang adil terhadap berbagai sumber daya penting, seperti pendidikan,
layanan kesehatan, lapangan kerja, modal, serta peluang ekonomi lainnya guna
membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka. Upaya ini dilakukan

untuk menghapus berbagai hamb dalam masyarakat yang sering menghalangi

seseorang untuk maju. De , keadilan tidak hanya diukur dari

pembantuan yang diberi rbukanya proses dan kesempatan
' pemerintahan di mana
negara ya keadilan sosial dan
berbagai aspek

upakan tujuan

ra kesejahteraan melalui pembaglan sUmber day adil, jaminan

n pemberdayaan ekonomi. Indonesia memilik

agar setiap warganya mampu memenuhi kebutuha rnya sekaligus

kan kualitas hidup mereka sebagai negara yang be mewujudkan

an kesehatan,

an. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan
, dan bantuan sosial yang ditujukan untuk masya urang mampu

dan terpadu,

mpok rentan. Dengan pendekatan yang meny:

publik dalam negara kesejahteraan menem_patkan pengentasan
ebagal fokus utama.

ndersen, negara kesejaht

1 sistem

jaminan s pensiun, dan jaminan

penganggu ini i masyarakat dari

ketidakpastian ekonomi dan

kerentanan sosial, termasuk sakit, kecacatan, kemiskinan, serta hilangnya

pekerjaan.

15 Muhammad Zainul Arifin et al., “Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana
Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif,” Journal Of Law And Social Society 1, no. 2
(2024): 29-42, https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.158.



b. Keadilan Sosial: Teori ini menekankan pentingnya pemberian perlakuan yang
setara bagi kelompok rentan, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya
pemenuhan hak, serta kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Penyediaan Layanan Publik: Negara menyelenggarakan infrastruktur layanan
publik termasuk kebutuhan dasar dan transportasi guna menjamin pemerataan

akses. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi

seluruh masyarakat dalal
d. Redistribusi Kekaya

Ikan potensi diri.

n pemerataan distribusi kekayaan,

agai program bantuan sosial.
/a '.. B

insip ,ters'ébut-fmenunjukkan.pahwa kon a kesejahteraan

sial semata, melainkan suatu pendekatan sistemat menegaskan

ap orang memiliki hak untuk mempe?oleh pela sosial sebagai

i haknya sebagai warga negara. Oleh karena i ilap kebijakan

an nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, atan, maupun

, semestinya diarahkan untuk memenuhi hak-hak warga negara,

gara kesejahteraan bukan sekadar cita-cita normat berhenti pada

stitusi, melainkan harus termanifestasi secara ny am kebijakan,

an alokasi anggaran yang benar-benar berpihak

rutama kelompok miskin dan rentan

memperoleh g layak enuntaskan kewajiban

hukumnya kep ' disi ters bahwa tanggung jawab
negara dalam mewujudkan kesejahteraan tidak boleh berhenti pada kelompok

masyarakat tertentu

saja. Negara harus menjangkau mereka yang tengah berupaya membangun kembali
kehidupannya, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan layanan publik yang



setara bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

2. Teori Hak Asasi Manusia
Secara teoritis, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang

melekat pada diri setiap orang sgj ir sebagai ciptaan Tuhan, sehingga wajib

dihormati, dijaga, dan ti dari HAM adalah menjamin
keberlangsungan hidu secara utuh, sekaligus menjaga

keseimbangan an entingan bersama. Dalam

kerangka ini, (termasuk aparat dan

emen bail'(“-ind,i‘vidu,

gara memiliki kewé]i'lian untuk

militer), ti, melindungi, dan

ggi hak~hak dasar tersebut-16
ocke ,menyatakan bahwa HANI merupaka kodrati yang
kan Iangsung oleh Tuhan sejak manu3|a lahir. eristik utama

g sekaligus membedakannya dari hak lain terba jadi tiga sifat

Pertama, universal, artinya berlaku bagi siapa saja embatasi ras,

der, maupun latar belakang. Kedua, melekat (inhe an tidak dapat

alienable), karena HAM bukan hadiah dari negar embaga mana

iga, tidak dapat dibagi (indivisible) serta bergantung
dent), di mana hak sipil-politik sama penting d hak ekonomi,
daya,'demi menjaga martabat manusia. - Pemi ini  kemudian

leh Karel Vasak (1979) ke dalarﬁ ti

olitik), generasi kedua

I negara
selaku peman
HAM, tanggu

r). Menurut teori hukum

-hak warganya terbagi
menjadi tiga tingkatan kewajiban:

a. Kewajiban menghormati (obligation to respect): Negara wajib menahan diri

16 Drs M Rizal and Qosim Msi, “PENGUATAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SEBUAH KAJIAN HUKUM ISLAM Dosen limu
Negara Dan Hukum Politik Dan Kepertaiain Fakultass Syari > Ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Abstrak Kata Kunci : Hak Asasi,” 2025, 1-16.

17 Dhela Farhera, “POKOK-POKOK PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA,” Jurnal Mahasiswa 6, no.
3 (2024): 38-46, https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i3.95.
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agar tidak melakukan intervensi atau tindakan yang melanggar hak warga

negara.

b. Kewajiban melindungi (obligation to protect): Negara harus mengambil
langkah pencegahan untuk melindungi warga dari pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh pihak ketiga, seperti individu, kelompok, atau korporasi.

c. Kewajiban memenuhi (o fill): Negara dituntut mengambil peran

ulasi, dan alokasi anggaran agar

anggaran ‘secéra aktif, apabila pada sama negara

warganya kehilangan kesempa'fé.n l.iﬁt'ulg me haknya akibat

dalam melindungi atau memenuhi hak tersebu h karena itu,

karakter HAM yang tidak dapat dikurangi atau di alam keadaan

ilah yang menjadikannya prinsip yang sangat me dan berfungsi

dasan utama dalam mewujudkan kehidupan masy. yang adil dan

ukan sekadar norma atau aturan, melainkan ni ng mendasari

anusia terhadap satu sama lain.

asi manusia di Indonesia tidak dipahami secara in alistik semata

na lazim dalam tradisi liberal Barat, melainkan s sa diletakkan
an kewajiban asasi manusia. Pemen

tung pada pelaksanaan

sebagai piha

hanya meniti aépek h pa eimbangkan kewajiban,
harmoni dalam kehidupan bermasyérakat dan bernegara akan sulit terwujud.
Dengan demikian, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan
kewajiban asasi manusia merupakan dua sisi yang saling melengkapi, bukan dua

hal yang saling bertentangan, sehingga keduanya harus dijalankan secara

18 Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM
Etnis Rohingya Di Myanmar” 2, no. 2 (2020).
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seimbang oleh setiap individu, masyarakat, dan penyelenggara negara.®
Salah satu wujud dari hak asasi manusia yang telah diuraikan adalah hak atas

pekerjaan, yang tetap melekat pada diri mantan narapidana sebagaimana halnya

warga negara lain, sebab status s ai mantan narapidana tidak menghapuskan

kodrat kemanusiaannya. Hak
Universal Hak Asasi M

Ekonomi, Sosial, d

dijamin baik dalam Pasal 23 Deklarasi
ovenan Internasional tentang Hak
a stigma sosial yang melekat
i dalam proses rekrutmen

kerja, sehi ligus memperbesar

Konstitusional '
usi befkedudukan sebagai fondasi hukum terting menjadi acuan

am penyelenggaraan tatanan bernegara. Dalam ketatanegaraan

nstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen f

melainkan juga
ntrak sosial yang memuat  mandat rakyat un embatasi serta
an penggunaan kekuasaan. Kedudukan strategis ini dikan konstitusi

anduan arah pembangunan hukum dan politi aligus benteng

an hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia, U 45 secara tegas

n prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi huk
jjakan dan tindakan pemerintah bergerak se

negara tidak mampu atau gagal memenuhi hak-hak dasar tersebut, kondisi ini berisiko
memicu ketegangan serta konflik antara masyarakat dan jajaran aparatur
pemerintah.?! Hak-hak dasar seperti jaminan atas kehidupan, kebebasan beragama,

19 Lukman Hakim, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia
Developing Paradigm of Indonesian Rights Obligation” 18 (2021).

20 Miftah Alfidyah, “Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara.” 1, no. 1 (2025): 8-14.

2LE. N. Fadhli, T., Al Fatha, K., Anggraini, L., Pasaribu, I. P. S., Purba, N. H., Rahimah and S. S. Siregar,
A., Pertiwi, K. N, Fitri, A. A., & Siregar, “Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara” 02, no. 01
(2023): 89-103.
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akses pendidikan, kelayakan kerja, hingga perlindungan hukum merupakan hak
konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Di sisi lain, warga negara juga
memikul tanggung jawab konstitusional yang sejajar. Tanggung jawab ini
diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, pemenuhan

kewajiban perpajakan, serta ibatan aktif dalam upaya membela dan

mempertahankan negara.

| Dewa Gede Palgu ukum konstitusi berfungsi sebagai

trumen pembatas bagi kekuas‘aan negara ingat konstitusi

an sebagal hukum tertinggi. Dalam hal ini, kons encakup aspek-

ndasar seperti pembentukan struktur Kketata n, pembagian

, serta penentuan wewenang dan tanggung jawab sional lembaga

da beberapa hal penting yang merupakan ciri-c konstitusional

rikut:

onstitusional adalah hak dasar, yaitu jenis hak s yang harus
ini tercantum

h Mahkamah

ngi dengan sangat hati-hati oleh pemerintah. H

konstitusi dan termasuk kategori sangat penti
al ini ‘menjadi penting karena hak terse

i Barat mengenai hak indi

kodrati, mela

si tertulis yang mana

a cabang pemerintahan:
legislatif, eksekutif, dan yudiklatif wajib menghormati dan menjunjung
tinggi tersebut. Dengan demikian, lembaga negara tidak diperkenankan
bertindak bertentangan atau melanggar hak-hak fundamental tersebut.

3. Mengingat hak konstitusional bersifat mendasar, setiap pelanggaran yang

22 1 Dewa Gede Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak
Konstitusional,” Jurnal Hukum lus Quia lustum 30, no. 2 (2023): 350-70,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.
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dilakukan oleh lembaga negara atas hak tersebut harus dinyatakan tidak sah
secara hukum melalui putusan pengadilan.
4. Konstitusi berperan membatasi kekuasaan negara, di mana tujuan utamanya

adalah melindungi hak asasi usia dari potensi pelanggaran oleh negara,

lebih dari sekadar perlind ap tindakan individu atau pihak lain.?®

Keberadaan ketentu ahirkan konsekuensi hukum bagi
negara untuk menja negara secara efektif. Amanat
dasar ini men [ _ uhi, memelihara, serta
¢ lui se ya dan upaya yang
optima jawab tersebut mewujuc entuk kewajiban

roaktif dalam

dan memenuhl hak warga meIaIU| pembentuka asi, kebijakan
erta_penyediaan sarana pendukung. Sementara

negara menahan diri dari tindakan melanggar h yarakat, baik

sung maupun melalui pembiaran atas aksi pelang ihak lain.

atu hak konstitusional adalah hak atas pekerjaan, s imana dijamin
al 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan ba
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang laya

ap-tiap warga

kemanusiaan.

at pada setiap

gian dari hak konstitusional, hak atas pekerjaan

F. Penelitian Relevan

Sebagai bagian dari studi kepustakaan, peneliti melakukan penelusuran terhadap

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tanggung jawab negara terhadap

2 Yogi Zul Fadhli, “Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya
Terhadap Akses Keadilan Warga Negara,” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 700,
https://doi.org/10.31078/jk1341.

% Firdaus, “Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 137 / PUU- XIIl / 2015 Constitutionality Reflection of Local Constitutional Court Verdict
Number” 16, no. 2 (2019).
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akses pekerjaan bagi mantan narapidana. Penelusuran ini dilakukan untuk

mengidentifikasi celah penelitian (research gap) serta menegaskan batasan masalah

yang akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Perbandingan antara penelitian

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 1.1

Peneliti Relevan

-
No Nama, Judul, asil Persamaan dan
Perbedaan

Persamaan: Kedua

1. | Azka Muiva Penelitian.  ini
k) v
. N . -
Raha sis enemukan  diskri enelitian  sama-sama

Imp SKCK { tidak = langsung
A N o
d aSo | dilakukan oleh' pemerintah, sebagai

- AN

0 g . . " ds
ap sektor swasta,

yang identifikasi

2grasi : masyarakat terhadap I atif yang

idana narapidana, se Si
l

| in'engakibatqur rendah bat  akses

kepercayaan diri mantan
dalam‘.menjalani kehi a, serta
pasca pembebasan. S i stigma
dinilai memperkuat stic SOS bagai  faktor

id
sosial dan  menghambat | yang  memperburuk

sosial-ekong

proses reintegrasi.

Perbedaan: Penelitian
terdahulu lebih
menekankan dimensi

sosiologis berupa

%5 Azka Munaivah et al., “REINTEGRASI MANTAN NARAPIDANA Satunya Yaitu Surat Keterangan
Catatan Kepolisian ( SKCK ). SKCK ( Surat Keterangan,” Jurnal Hukum Masa Kini 02, no. 2 (2024): 142-58.
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dampak stigma dan
proses reintegrasi
sosial. Penelitian ini
berfokus pada evaluasi

normatif-yuridis  hak

konstitusional mantan

narapidana atas
pekerjaan, ditinjau

dari konsep negara

sejahteraan (welfare

2. Kedua
bahwa pada Pasal 5 sama-sama
Pasal 6 Undang-U bahwa

Nomor 13 Tahun as  pekerjaan

tentang \ Keténagake ijamin secard

méngatakan bahwa bagi mantan

orang, termasuk me a, dan bahwa

narapidana, be : diskriminasi

mereka

L e

% | memperoleh  kesempatan

kerja  dan diperlakan

secara . adil

diskriminasi.

Perbedaan: penelitian
terdahulu

menitikberatkan pada
perlindungan  hukum
berdasarkan uu

Ketenagakerjaan

% | Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and | Wayan Arthanaya,
“Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Jurnal
Preferensi Hukum 3, no. 1 (2022): 16164, https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164.
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semata. Penelitian ini
mengintegrasikan

analisis tersebut
dengan kerangka
konstitusional (UUD
NRI 1945) dan konsep

welfare state untuk

menilai tanggung

, jawab aktif negara.
3 Stepu, | Penelitian ini samaan:  Kedua
dkk ',":‘ dentifika

“teknis dan prosedural dalam SKCK

penerbitan SKCK online instrumen

mbatan ian sama-sama
r 5

bagi mantan narapid atif  yang

terutama ketiadaan pe menjadi
kl'jusus'-' dan pembe bat nyata
tugas yang jelas ¢ mantan
mekanisme pener a dalam
SKCK  secara da oleh akses

Hambatan tersebut dinila

mempersulit mantan

narapidana

memenuhi
dm pada
dan

aspek  teknis
prosedural penerbitan
SKCK secara online.
Penelitian ini lebih
pada akses pekerjaan

bagi mantan

27 Nur Fajrie Baihaqi Al Kharis, Imaniar Purbasari, “Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Terhadap Mantan Narapidana,” Jurnal llmiah Wahana Pendidikan
10, no. 5 (2024): 155-61.



17

narapidana yang
dikaitkan dalam
kerangka hak

konstitusional dan

kewajiban negara

sebagai welfare state.

4. A. Srikandi, buktikan Persamaan: Kedua

“Pengaruh Labeli Wa pengart 0 penelitian ~ sama-

terhadap Mg menyebabkan sama  menyoroti

Narapig nar; ,“ diteri SKCK sebagai

Li ' _u" . \ r g satu  media
enelitian  ini -“’, kuka an (lebeling)
tidak ada perusa . mperlemah

| Sulawesi  Selatan mantan

bersedia ~ mempeker na di dunia
mantan narapidana se dan
karyawan. -~ Efek lab ngi
diperkljét oleh keha mereka
memasukkan SKCK emperoleh
melakukan rekrutmen. n yang
Kondisi ini secara signin
menurunk_én kepercayaa

mantan narapidal

rsai

pengaruh  labeling
secara empiris di
wilayah  Sulawesi
Selatan dengan

pendekatan

28 A. Srikandi MPB, “Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada
Perusahaan Di Sulawesi Selatan,” 2021, 6.
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Amuntai telah berjalan
pr;_‘)sedu'r-'dan n{encapai
yang ditetapkan dan be
subvariabel> juga

efektif. Namun masi

juga  untuk menc

Balai Pemasyarakatan Ki

sosiologis-lapangan.
Penelitian ini
menggunakan
pendekatan  yuridis
normatif untuk
menganalisis

dimensi
konstitusional ~ dan
kewajiban  negara

dasarkan konsep

ntifikasi

sosial dan
n akses
n pasca
asan sebagai
n utama

narapidana.

memfasilitasi
pemulihan hak
mantan  narapidana

secara adil.

Perbedaan:

29 Tanisa Aziza Fitria, Djayeng Turano Gunade, and Anna Mariyati, “Efektivitas Program Reintegrasi
Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (Pb) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai,” Jurnal

Kebijakan Publik 2, no. 2 (2025): 1088-97.
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Penelitian terdahulu
menggunakan
pendekatan
kebijakan publik

untuk menilai

efektivitas program

pembebasan

bersyarat di bapas

tertentu.  Penelitian
ini mengkaji secara

patif ~ tanggung
egara dalam
in hak kerja
narapidana

kerangka

G. Metode Penelitian

putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).®® Metode ini digunakan

karena penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder
sebagai sumber utama. Kajian ini membahas tentang hukum yang mengatur

penerapan hak konstitusional bagi mantan narapidana, khususnya terkait

Swiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi, 2019,
http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.
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kenyataan bahwa mantan narapidana kerap mengalami hambatan dan perlakuan
yang tidak adil ketika mereka mencoba mendapatkan pekerjaan.
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Yyaitu

dengan menelaah dan me rbagai ketentuan hukum yang berkaitan

dengan isu yang diteli ini penting karena fokus penelitian
adalah pada atur dengan masalah yang diteliti.
Adapun per ijadi itian ini meliputi Undang-
Undang-Undang No

dang Nomor 13

No. 22 Tahun

ntang ﬁem‘asyarakatan

atan.KonseptuaI (Conceptual Approach)

ndekatan yang digunakan dalam penelitian ini

tual. Pendekatan ini berfokus pada teori dan gaga:

untuk mengisi kekosongan atau keterbatasan aturan dalam

an perundang-undangan.®? Penelitian ini meng n pendekatan

tual untuk mengkaji teori negara kesejahteraan, teo sasi manusia,

ng mengatur

nsep.hak konstitusional karena belum ada atu

rmasalahan secara khusus.

orang atau

2 jenis

ik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

31 Nur Solikin, Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum, 2019.
32 Nur Solikin.
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b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berasal dari dokumen
tidak resmi yang berkaitan dengan masalah hukum. Berbeda dengan bahan
hukum primer yang bersumber dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan
dan lain-lain, bahan hukum sekunder justru diperoleh dari berbagai dokumen

pendukung yang tidak resmi. ber tersebut dapat didapatkan dalam buku,

jurnal (terutama jurnal h s-kamus hukum, kasus-kasus hukum,

hasil penelitian, sert van dengan persoalan hukum yang
dihadapi.
4. Teknik Pengu

ulan bgﬁaﬁn- huk@lﬁ yang alam penelitian ini

ustakagﬁ ’(Iiﬁféﬁfe‘se‘gr&ﬁ) Penuli impun peraturan

dangan, literatur, dan \’réf@'rgn'_si'.xakade ng berkaitan

') T 34 ' SAL . . .

ak konstitusional mantan narapidan'é'dflan akse jaan baik dari
f e M

ak maupun elektronik, termasuk jurnal hukum, da
alisis Bahan Hukum

ngan metode

analisis yang digunakan adalah analisis Preskri
valuatif. Analisis tersebut dilakukan dengan menaf mengkaji, dan

ngkan peraturan perundang-undangan serta teori i teori negara

an, teori hak asasi manusia, dan konsep hak ko ional. Tujuan

asalahan hak

ini adalah untuk menemukan solusi terhadap

konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan. Hasil analisis kemudian

tis untuk menghasilkan ar

H. Sistematika Pe
matis ke dalam bab dan
subbab yang saling berkesinambtingan, guna menyajikan rangkaian pembahasan yang
utuh dan terstruktur.

BAB | Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis dan praktis, kerangka teori, penelitian

relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB Il Landasan Teori, memuat landasan teori dan konseptual. Tinjauan pustaka
mencakup Teori Negara Kesejahteraan, Teori Hak Asasi Manusia, dan Konsep Hak
Konstitusional.

BAB 11l Hasil Penelitian, berisi analisis tentang tanggung jawab negara
terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam perspektif negara
kesejahteraan.

BAB IV Pembahasan, kep
mantan narapidana dalam a

BAB V Penutup,

belum terpenuhinya hak konstitusional

ng disusun berdasarkan hasil



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan

Roelof Kranenburg, p yang pertama kali mencetuskan
teori negara kesejahter _ ahwa konsep negara hukum
tidak boleh berh i 2rti enurutnya, negara juga
Jahteraan seluruh

san méngenaj negara keseja}neréan Iahlr itmen negara

,}
ola sumber daya nasional demi rhewumdkan uran rakyat.

kemudian direalisasikan melalui pembentukan gai kebijakan

sial. Dalam praktiknya, welfare state ber pada upaya

i krisis ekonomi, memperkuat jaminan sosial memperluas

rja guna menekan tingkat pengangguran.®*

utama belum terwujudnya negara kesejahte terletak pada

enuhan mandat konstitusi oleh negara. Sebagal h asar tertinggi

S dari berbagai kritik,

salah satunya dari Offe. Dalam karyanya

mengenai kontradi of the welfare state), offe
menguraikan pandangan kritis yang berasal dari kelompok konservatif terhadap

efektivitas dan keberlanjutan skema welfare state.®® Disisi lain, Clause Offe

3 Winda Roselina Effendi, “KONSEP WELLFARE STATE DI INDONESIA” 1, no. 1 (2017): 171-83.

3 M Hendra Razak, “Tinjauan Hukum Penerapan Konsep Quadruple Helix Dalam Memberdayakan
Masyarakat Pelaku Usaha UMKM Yang Tergabung Dalam Koperasi” 8, no. 1 (2022): 33-46.

% Didik Sukriono, “MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ( DEVELOP A CONSTITUTION AWARENESS TO CITIZEN
CONSTITUTIONAL RIGHTS AS AN EFFORT TO ENFORCE CONSTITUTION LAW ),” 2016, 273-83.

3 Clause Offe, “Some Contradiction Of The Modern Warfare State, Dalam Christoper Pierson Dan

22
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menyampaikan kritik tajam dari kalangan sosialis yang terbagi ke dalam tiga poin
utama. Pertama, negara kesejahteraan (welfare state) dinilai tidak efisien dan tidak
efektif dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, serta dianggap terlalu lambat

dalam menanggulangi ketimpan an ekonomi. Kedua, sistem ini bersifat

represif karena warga nega nerima manfaat wajib memenuhi

berbagai persyaratan da it demi memperoleh tunjangan.

Ketiga, welfare stat k persepsi yang it realitas sosial dan politik

kelas pekerja, terdapaf pemigahan anta erja dan dunia hak.

nsi tersgbufise]atinyé t_idakﬁapat di an kelas pekerja
memiliki untuk memengaruhi pertumbuhan_ekon erdebatan dan

ngenai'konsep welfare state ini paaa das'érnya b ari perbedaan

rkait batas tanggung jawab perr{eriniah mewujudkan
!

masyarakat.

antara negara kesejahteraan dan kebijakan s ersifat saling

pi tidak seimbang, kebijakan sosial dapat diterapk pa keberadaan

namun negara kesejahteraan secara mutlak mem kan kebijakan

sosial s pilar utamanya.®® Pandangan T.H Marshall meneg bahwa konsep

negara hteraan mencerminkan konsensus politik baru a peninjauan

kembali kontrak sosial antara pemerintah dan rakya»tnyz;f Prinsip ini berlandaskan

ak-hak sosial setiap indivi

komitmen nyata mengikis jurang p
kini
esar untuk

omian masyarakat demi

kepentingan publik an didasari oleh urgensi

untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara secara ketat, khususnya pada

Francis G. Castels, 2000,” The Welfare State Reader, Polity Press, Cambridge, n.d., 67-76.

37 Khuzdaifah Dimyati, “QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN : MENEGUHKAN IDEOLOGI”
31 (2019): 252-66.

3 EDI SUHARTO, KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK (PENERBIT ALFABETA,
BANDUNG, n.d.).

39 Mamur Rizki, “KONSEPSI NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCASILA DAN UNDANG-
UNDANG DASAR 1945,” 2017.

40 Igbal Falerizki, Figo Gustiawan, and Daffa Aryanda Hutabarat, “Dinamisme Pancasila Dalam
Penerapan Konsep Welfare State” 2, no. 1 (2025): 108-20.
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eksekutif yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang sebagaimana terjadi pada
era monarki absolut. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Nasikun menegaskan

bahwa gagasan kesejahteraan sejatinya berpadanan dengan pemuliaan martabat

.41

manusia, yang diukur melalui em r utama
a pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
mendasar bagi setiap.

2. Kebebasan (fre

alitas intervensi agai wewenang alamiah

menjaga liedamajan di ten

3. elfare);,’fe‘rpéﬁuh'inyh kebutuhan hid maupun batiniah
an bermartabat. RO
" p 3 . '.‘
4. Jati dentity): Adanya pengakuan sah ‘secara huku negara serta

n sosial di lingkungan masyarakat. .

egara kesejahteraan menjadi pijakan mendasar b

lam tatanan negara modern. Pemerintah tidak
ib melakukan intervensi terhadap berbagai isu sosi ekonomi demi

a terwujud kemakmuran bersama di tengah m kat.*? Konsep

negara kesejahteraan sering kali diidentikkan dengan ne ukum modern

dalam a dalam sistem

eriil. Sejalan dengan pandangan Bagir Manan, pem

ini tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum semata.

emegang peran kunci dan

merealisasikan ke

dan kedamaia

kesejahteraan (we
indikator-indikator

terakomodasi secara eksplisit dalam tatanan kebijakan publiknya. Mewujudkan

41 Fitri Khoerunisa and Novi Widiastuti “DAMPAK PROGRAM BANTUAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA CISERO” 5492 (2023): 174-89.

42 Muhamad Afif Kafandi, “Penerapan Konsep Welfare State ( Negara Kesejahteraan ) Dalam Kaca Mata
Pancasila Untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045,” Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) 5, no. 3
(2025).

4 Angga, “REKONSTRUKSI FORMULASI PENGATURAN PENGAWASAN DAN EVALUASI
PENATAAN RUANG SEBAGAI BAGIAN DARI INSTRUMEN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI MALUKU.”
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kesejahteraan rakyat merupakan tujuan paling mendasar bagi negara kesejahteraan
(welfare state) maupun negara demokrasi. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara
diartikan sebagai kewajiban mutlak untuk memikul serta menanggung segala
konsekuensi dari penyelenggaraan kekuasaan. Secara konseptual, pelaksanaan

tanggung jawab tersebut bertum iga dimensi utama: adanya kesadaran,

kesediaan, serta kapasitas ata a dalam bertindak.**

Teori negara keseja ggaraan sistem jaminan sosial
inklusif, yang mere tara hak-hak sipil warga
ini dirancang untuk

embedakan usia,

tatus eKonomi. Melalui, penyelarasan siste dan tata kelola

5 ~ o
ik, doktrin ini bertujuan menciptakan iklim kese n masyarakat

erata, serta berkelanjutan.*> Esensi dari penca ujuan negara

terletak pada keterlibatan aktif negara secara langs lam dinamika

yarakat demi mewujudkan kemajuan bangsa. Dal angka welfare

emegang peranan sentral dalam mengupayakan teraan publik.

jud atau tidaknya kesejahteraan hidup warga nega

pada sej ana efektivitas dan komitmen negara dalam menja fungsi-fungsi

warga negara

al tersebut. Jaminan sosial merupakan hak konstit

sosla gat keseja i merupakan hak

fundamental dan setiap war

Status sebagai negara kesejahteraan (welfare state) tidak serta merta melimpahkan
seluruh beban pemenuhan kesejahteraan rakyat hanya kepada pemerintah. Meskipun

demikian, apabila partisipasi dari berbagai elemen masyarakat belum memadai atau

4 Rasji Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat
Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat,” Jurnal lImiah Wahana Pendidikan 10, no. April (2024): 570-74.

45 Falerizki, Gustiawan, and Hutabarat, “Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State.”

46 dan Mailinda Eka Yuniza Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, “Konsistensi Pengaturan
Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia,” n.d., 63—76.
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relatif minim, maka pilar penanggung jawab utama untuk mewujudkan kesejahteraan
tersebut tetap berada di tangan pemerintah.*’ Oleh karena itu, kewajiban sosial yang
diemban oleh negara kesejahteraan selayaknya juga menjadi tanggung jawab bersama

setiap elemen masyarakat. Sektor swasta, para pelaku usaha, hingga instansi penyedia

lapangan kerja memikul kewajiba dan sosial yang sama, termasuk dalam

menjamin akses serta kese g adil dan inklusif bagi mantan

narapidana.

Stigma negatif d antan narapidana di pasar
| mereka, terutama hak

tegas termaktub

dalam Pa yat (Z)UUD NRI Tahun‘1945.,_'3/‘an_g mene
o~ 4" A\ > “_
ekerja dan memperoleh imbalan“sgr‘ta"‘perlak

ak setiap warga

g adil dalam

k memastikan

a. Ketentuan konstitusi tersebut mewajfokah nega
warba negara termasuk mantan narapidana dapat akses peluang

tara tanpa hambatan diskriminasi, sekaligus mem jaminan atas

up yang layak sebagai bagian dari hak-hak mend

si Manusia

hiddigie, menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia ( diakui secara

universal sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setl'z;b individu sejak lahir. Hak

ari segalanya bentuk penin

seseorang pun perl
kemanusiaannya t
melekat padanya.

Perkembangan signifikan dalam pengakuan dan penjamin Hak Asasi Manusia
(HAM) di Indonesia mulai memuncak pada era reformasi. Momentum ini ditandai

oleh komitmen politik untuk melakukan amandemen UUD 1945 melalui empat

47 Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang,” no. 3
(n.d.).

8 Jimly Asshiddigie, “Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,: Mahkamah Konstitusi Press,
Jakarta 2005,” n.d., 243.
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tahapan perubahan. Secara khusus, amandemen kedua memberikan dampak paling
progresif terhadap perlindungan HAM melalui penyisipan BAB XA yang secara

eksplisit mengatur tentang Hak Asasi Manusia.*® Penegasan hak asasi manusia di

dalam konstitusi memegang pera ting dalam menciptakan keseimbangan

antara pelaksanaan kekuasaan ungan terhadap hak-hak dasar warga
negara. Dalam kerangka i sial konstitusi adalah bertindak

sebagai pelindung ndamental (qu fundamental rights) agar

oleh Tuhan.

a, tidak ada Satu pun entitas kekuasaan d| dunla wenang untuk

tersebut.> Kedudukan hak ini bersifat sangat funda | serta melekat

alam’ setiap helai kehidupan manusia. D| Indonesi rapan prinsip-

ut diperkuat melalui pendekatan konstitusional menekankan

hak-hak asasi

gara dalam menjamin, melindungi, dan meme
rujuk pada pemikiran Rhona K.M. Smith, terdapa lapan) prinsip
asi Manusia, yaitu:>2

1) Uni Universality)

erlaku secara universal bagi setiap individu di seluruh penjuru dunia

Setiap orang, tanpa membed

asasi manusia baik hak
sipil, politik, e emiliki kedudukan yang
sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan kesejahteraan

masyarakat menuntut pemenuhan seluruh dimensi hak tersebut secara bersamaan.

49 Imam Alfurqan Khalid Prawiranegara, Lanang Sakti, Ana Rahmatyar, “Eksistensi Hak Asasi Manusia
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen,” 2026, 275-84.

%0 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijan, “Konstusi Dan Hak Asasi Manusia,” 1lmu Hukum 3, no. 3 (n.d.):
448-67.

51 Alfina Prayogo and Esther Simamora, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat
Beragama Di Indonesia,” Jurist-Diction 3, no. 1 (2020): 21-36, https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619.

52 Bakhtiar Muh. Ramli, Ahmadin, “Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran” 4,
no. 4 (2025): 6423-34.
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4)

5)
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Saling bergantung (Interdependent)

Ketercapaian suatu hak asasi manusia sangat bergantung pada terpenuhinya
hak-hak asasi yang lain. Sebagai contoh, perwujudan hak atas pekerjaan
mensyaratkan terpenuhinya hak atas pendidikan terlebih dahulu, demikian pula
halnya dengan hak untuk memeluk serta menjalankan keyakinan agama, yang

mana pelaksanaannya sangat butuhkan jaminan atas hak kebebasan

menyatakan pendapat di mu
Saling Terkait (Interrela
Prinsip ini me dimensi hak asasi manusia

merupakan kes ""' egara dalam menentukan

calon an islatif sangat .d-lpengaruh kecukupan tingkat

erpenuhlﬁya hak atas pendldlkan seseorang untuk
Isi, m|§| ‘serta program kerja calon arrggota le cara Kkritis dan
surat suara “Konsesus mengenai élfat HAM iversal, tidak

ling Qergantung, dan saling terkait ini secara ekspli gaskan dalam

enna Declaration and Programme of Action 193 g menyatakan

human rights are universal, indivisible and ependent and

d.

(Equality)
kesetaraan merupakan landasan paling fundamen

m penegakan
etara, di mana

Manugna Kesetaraan menglmpllka5|kan perlakuan

kesetaraan
adil.

Non-Diskriminasi (Non-Discrimination)

Prinsip non diskriminasi secara tegas melarang segala bentuk perlakuan tidak
adil maupun pengabaian hak-hak individu berdasarkan latar belakang identitas
tertentu, seperti ras, gender, agama, asal-usul etnis, maupun status sosial lainnya.
Tujuan utama dari prinsip ini adalah menjamin kesetaraan peluang bagi setiap
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warga negara dalam menikmati hak-hak asasinya tanpa terhalang oleh hambatan-
hambatan yang bersifat diskriminatif.
7) Martabat Manusia (Human Dignity)
Prinsip ini berorientasi untuk menjamin agar setiap individu dapat menjalani
kehidupan secara layak dan terhormat. Konsep dasar ini menetapkan bahwa di

mana keberadaan manusia wajib dihormati, dihargai, dan diperlakukan secara

patut.

8) Tanggung Jawab Negara
Negara melalui i rupakan pemangku kewajiban

n, peﬁ’ajuar&, penegakan, d@ pemenuha sasi manusia

W
Py )
)

-
enjadi,tangguhg jawab pemerintah:”

rspek"tif Islam, penghormatan terhadap:hak. asasi ia tidak dapat

ri pengakuan terhadap martabat manusia dan patan untuk

diri. Seseorang yang pernah melakukan kesala

tap memiliki
agai manusia yang harus diperlakukan secara p insip tersebut
(kembali ke

hukuman.

elalul ajaran tentang pertobatan (At-Taubah),
an kewajiban memuliakan manusia yang telah me
-Taubah (Pertobatan)

perubahan diri perbaiki dirinya.

Dalam kon i aubah dapat digunakan
sebagai landasan nilai bahwa seseorang yang pernah melakukan tindak pidana
tetap mempunyai kesempatan untuk memperbaiki setelah menjalani hukuman.
Masa lalu seseorang tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menilai

keseluruhan kehidupannya. Meskipun demikian, pertobatan secara keagamaan
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tidak seta-merta menghapus akibat hukum suatu tindak pidana atau menjamin
seseorang memperoleh pekerjaan. Landasan Al-Quran mengenai pertobatan
terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 8:
@ elis a1 5 ol sl S0 1 &5 (e A st B ) 56 il il Ll ey o 58
JY) a3 e
bertobatlah kepada Allah dengan tobat

“Wahai orang-orang yang
yang semurni-murninya. uhanmu akan menghapus kesalahan-

kesalahanmu dan me a yang mengalir di bawahnya

Ayat ters intah an sungguh-sungguh.
itkan dengan nilai

atutnya terus-

pandahg hanya berdasarkan kesal‘qhan 'masa | Nilai tersebut

g pénghormatan terhadap martabat manusia

ikan pldananya.

-A’id (Orang yang Kembali ke Masyarakat)

Al-A’id sebagaimana dimaksud adalah seseora

t setelah menjalani hukuman. Kembalinya seseo
t bukan hanya berarti berakhirnya masa pidana, t

bangun kembali hubungan sosial, menjalankan ta jawab dalam

memperbaiki

upaya untuk | aikan diri dan kembali

berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, masih menghadapi hambatan,
antara lain stigma sosial, keterbatasan dukungan, dan kesulitan memperoleh
pekerjaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa berakhirnya masa pidana belum tentu
mengakhiri seluruh persoalan yang dihadapi seseorang ketika kembali ke

53 https://surahquran.com/Surah-66-ayah-8-lang-id.html di akses pada tanggal 18 Oktober 2026
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masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, mantan narapidana tetap memiliki
martabat dan hak dasar yang harus dihormati setelah menjalani hukuman.
Kesempatan untuk kembali ke masyarakat mencakup kesempatan membangun
kehidupan yang layak, termasuk mengakses pekerjaan sesuai dengan kemampuan

dan persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, riwayat pidana tidak

seharusnya menjadi dasar unt eluruh kesempatan seseorang.

Kewajiban memuliakan njalani hukuman
Penghormatan t ktif Islam berkaitan dengan
akukan orang lain secara

lahan tetap harus
man merupakan
berarti bahwa

dalam setiap

ehllangan seluruh martabatnya ataU Iayak diren

dupannya setelah menjalani hukuman.

tersebut relevan dengan kondisi mantan narapid g kembali ke

t. Setelah menjalani pidana, mereka perlu me
bangun kembali kehidupan sosial dan ekonominy: berian julukan
ghinaan, atau penilaian yang terus-menerus mer an seseorang

atan terhadap

n rivayat pidananya bertentangan dengan nilai pe

nusia. Dalam konteks pekerjaan, prinsip ini menja asan etis agar

pekerjaan

Sesame manusl

O NN ke el (e 8 V5 20 14
iy 15 58 5 A58 5 B
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok

1558 O (i a3 e o DA Sl Gl

kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik

daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan
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(mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-
olok itu) lebih baik daripada Perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu
saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk”.>

Ayat tersebut mengeaskan larangan mengolok-olok, mencela, dan

memberikan julukan buruk kep ng lain. Apabila dikaitkan dengan mantan

narapidana, larangan ini d dasan etis untuk menolak perlakuan
yang merendahkan ses at pidananya. Dengan demikian,
dihormati martabatnya dan

ermasuk dalam upaya

iki diri ditegaskan

A 3aAc7 3h 4))
ST
g melampaui

[

nlah (Nabi Muhammad), ‘Wahai hamba-hamba-

gan menzalimi) dirinya sendirinya, janganlah berp

sa dari rahmat

ungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. S uhnya Dialah

95 55

a Pengampun lagi Maha Penyayang”.

rsebut mengandung pesan agar manusia tidak ber sa dari rahmat

kipun pernah melakukan kesalahan. Dalam kaita engan mantan

, pesan ini mendukung pandangan bahwa masa d seorang tidak
itutup hanya karena kesalahan ya

iki diri perlu disertai

berjalan selaras dengan kewajiban. Secara yuridis, kewajiban merupakan beban peran

yang diwajibkan oleh aturan hukum, sebagaimana dicerminkan dalam Pasal 30 ayat

(1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut

54 Khairunnisa Bakri; Abrar M. Dawud Faza, “Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-
Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying” 15 (2025): 531-56,
https://doi.org/10.37567/Jif.\V10i2.3035.532.

55 https://quran.nu.or.id/az-zumar/53 di akses pada tanggal 18 Oktober 2026
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serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*® Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Kewajiban dasar manusia
adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan

terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.>’

Undang-undang nomor 39 t itegaskan bahwa terdapat jenis hak asasi

manusia sebagai kewajiban an perlindungan dan pemenuhan di
antaranya, yaitu:>®
1. Hak untuk hidu

dan kualit

ncakup h?é‘k atas ke hidup, peningkatan taraf

minan kétenterarﬁan rasa a aian, serta hak atas

\"

yanglayafk- : ",; N

2. Hak banqkan diri: hak atas pemenuhan K dasar, hak

gan potenS| diri, serta jaminan akseé terhadap in dan teknologi

i o
l. ‘

3. ebebasan pribadi, yaitu hak untuk bebas dari seg rbudakan, hak
perli an hukum, kebebasan memeluk agama dan ke n, kebebasan
kan pendapat, kebebasan untuk bergerak, serta h lakuan hukum

4. rasa aman, yaitu menjamin perlindungan di badi, keluarga,

n, martabat, dan hak milik dari ancaman atau keta

e'ahte?aén, yaitu hak miliki, hak atas pekerjaa

jaminan sosial, serta perlin

tumpah darah In

bangsa dan ikut
dan keadilan sosial. Pencapaian cita-cita negara tersebut bertumpu pada norma moral

universal seperti kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan yang selaras dengan prinsip-

% Sucy Delyarahmi and Abdhy Walid Siagian, “PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK
BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI
KANJURUHAN,” 2023, 89-102.

57 «UU NO 39 TAHUN 1999 Tentang HAM,” n.d. Pasal 1 angka 2

%8 Siti Azhara et al., “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Di
Indonesia” 3, no. 1 (2025): 14-35.
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prinsip dasar Hak Asasi Manusia.>® Kendati memuat cakupan ruang lingkup yang
tidak seutuhnya identik, HAM dan hak konstitusional secara substantif serta struktural
menjalankan fungsi yang saling menopang. Penegasan HAM di dalam konstitusi
memegang peran penting untuk membangun harmonisasi antara pelaksanaan

kewenangan penguasa dan perlind -hak dasar warganya.

Penegakan dan perlindu nusia (HAM) menuntut berdirinya

negara di atas pilar prinsi Keberadaan instrumen hukum

yang independen mengadili setiap bentuk

tatanan

memili untuk"&ipilih, serta kebebasan be‘rpe'ndél'p'at.60 komprehensif,

perlind ak a‘sasi manusia bertujuan untuk menjaga kesel dan martabat

manusi lui mekanisme penyeimbang baik antara hak dan iban, maupun

antara ingan individu dan kepentingan publik. Oleh a itu, upaya

asasi manusia

melindungi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai

ggung jJawab kolektif yang diemban oleh warga ne

n pemerintah.

Perlind erhadap hak asasi manusia berkedudukan sebagai teristik utama

negara hukum, di mana hubungan material antara p nggara negara

Perlindungan

paling fundamental bagi setiap warga negara. Atas dasar itulah, Hak Asasi Manusia
(HAM) berkedudukan sebagai substansi utama dalam muatan konstitusi negara

modern. Pada hakikatnya, HAM merupakan himpunan hak kodrati yang inheren

% Adawiyah Nasution Halimatul Maryani, “KONSEP TANGGUNG JAWAB SERTA PERANAN
NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT (Persepektif Hukum Internasional Dan Ekonomi Islam)”
3 (2018): 29-38.

0 Anis Widyawati, “LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA,” n.d., 205-24.
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dalam diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai
anugerah-Nya, hak-hak tersebut membebankan kewajiban hukum dan moral bagi
negara, aparatur pemerintah, tatanan hukum, serta selurun komponen masyarakat
untuk senantiasa menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya demi menjaga

harkat serta martabat kemanusiaan.®*

Sebagaimana dimaktubkan
Tahun 1999 tentang Hak
manusia adalah sepera kikat dan kebenaran manusia

1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39

menyebutkan bahwa “hak asasi

sebagai makhluk T, nugerah-Nya yang wajib
um, pemerintah, dan
setiap ora abat manusia”.®2

Pada da usia berfokus

an keselamatan manusia secara utuH mela‘lm mek penyeimbang
publik. Oleh

la merupakan

baik ant k dan kewajiban, maupun antara kepentingan pri

aya pemenuhan dan penghormatan hak asasi

ab kolektif yang mengikat warga negara dan rintah. Guna

istem hukum

ntasikan norma-norma hak asasi manusia ters
wajiban penghormatan antar individu beserta tan

jawab negara

in tegaknya hak asasi manusia, yang meliputi:

merdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah

keyaklnannya masing-masing.

dalam hal

manusia.
4. Penjaminan, pengaturan, dan penjabaran hak asasi manusia dalam peraturan
perundang-undangan sebagai kewajiban negara hukum yang demokratis.
5. Kewajiban setiap individu untuk menghormati HAM orang lain dalam tatanan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

61 Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” n.d.
62 Widyawati Boediningsih, “Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya” 3, no. 2 (2023).
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6. Pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan individu melalui undang-undang
demi menjamin pengakuan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan,
moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat

demokratis.

Dengan demikian, kemanfaatan dari pelaksanaan hak baru dapat diperoleh

apabila diimbangi dengan penunai iban. Hal ini menegaskan bahwa hak dan

kewajiban merupakan dua enti si dan tidak dapat dipisahkan dalam
praktiknya. Konsekuensi han hak senantiasa menuntut
pelaksanaan kewaji anusia mantan narapidana
jalani pidana, mereka

patan kerjayang

akuan dié-krimiriétif. Hak"'tefgéf)ut.harus ituntut kepada

negara, dan negara berkewajiban fnényediékan m e hukum serta

menjamin térpenuhinya hak tersebut. A'pabi'la neg k memberikan

!
perlind ang memadai terhadap akses pekerjaan bagi mant pidana, maka

o mengalami pengucilan sosial, kesulitan mem penghidupan

rta kehilangan kesempatan untuk kembali berint secara penuh

an bermasyarakat sebagaimana warga negara lain

n perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tegas telah

tif Indonesia.

aik dalam ideologi negara maupun tata huku

manusia Sec i i enegakan hak-hak

konstitusional, se berbagai dihadapi oleh mantan

narapidana dalam patan ke gulangi dan dipenuhi oleh

negara.

83 Hanif Maulana Yusufet al., “HAK ASASI MANUSIA (HAM )” 1, no. 5 (2023): 511-19.
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C. Konsep Hak Konstitusional
Hak konstitusional didefinisikan sebagai hak-hak mendasar yang memperoleh
jaminan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar, baik yang dinyatakan secara
eksplisit maupun tersirat. Pengintegrasian hak-hak tersebut ke dalam naskah

konstitusi menjadikannya bagian dari hukum tertinggi negara, sehingga

seluruh cabang kekuasaan hukum untuk menghormati dan
menegakkannya.®* Kete alam konstitusi berkedudukan
sebagai batasan nor. eh penyelenggara negara
sewaktu mengo ) yail warga negara maupun

pada dasarnya

jawantahén hak asasi ménhslgfyang‘ telah ikasikan secara
m UUD NRI "I:ahun 1945. Pengiht‘egrasi'z;in terse

nusia menjadi hak konstitusional yang dija

ara resmi hak-

ta dilindungi

!
oleh undang-undang dasar bagi setiap negara. Hak

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang in pemenuhan

gannya dalam undang-undang dasar, terminologi sasi Manusia

(HAMY
konstitu bersifat lebih spesifik karena eksistensinya te

a konseptual memiliki cakupan yang jauh lebih lua g lingkup hak

pada tatanan

hukum suatu negara. Dengan demikian, dinamika perk gan hak asasi

penuh untuk meng jaminan atas hak mantan

narapidana untuk riminasi. Hak-hak yang
termasuk dalam hak konstitusional warga negara dapat ditemukan dalam beberapa
ketentuan UUD 1945, antara lain:%®

5. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, mengatur mengenai warga negara dan

6 Munte and Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional
Rights In Indonesia).”

8  Bisariyadi, “Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi,” no. 6 (2018): 509-34,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1.

8 Mahkama Konstitusi, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
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penduduk. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa warga negara terdiri atas orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga
negara berdasarkan undang-undang; Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa
penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia.

6. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, me

mempunyai kedudukan yan

erikan jaminan bahwa setiap warga negara

hukum dan pemerintahan. Ketentuan

tersebut juga mengandu

lap warga negara untuk menjunjung

an perlakuan yang sama di hadapan hukum Selai yat (4) Setiap

memiliki hak atas status kewarganegaraan.
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945: Ayat (1
tera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperol kungan hidup

dan sehat, serta mendapatkan pelayanan keseha yat (2) Setiap
dapatkan hak atas kemudahan dan perlakuan khusu

n dan manfaat yang sama dalam mencapai persa an keadilan.

etiap orang berhak mendapatkan jaminan sosi

terutama pem ) HAM

peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip negara hukum yang

demokratis.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk
membentengi hak-hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan
kekuasaan oleh pemerintah. Secara komprehensif, UUD NRI Tahun 1945
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mengodifikasikan hak-hak warga negara beserta hak asasi manusia yang terdiri dari
hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya hak atas lingkungan hidup. Hak-hak
konstitusional warga negara berkedudukan sebagai bagian integral dari konstitusi,
sehingga setiap unsur di dalamnya membebankan kewajiban hukum bagi seluruh

cabang kekuasaan untuk senantias rmatinya. Pengakuan dan penghormatan

terhadap hak konstitusional i mekanisme pembatas terhadap

kewenangan negara (limi na itu, upaya pengayoman dan

perlindungan terhad warga negara syarat mutlak yang sangat

um berkonstitusi.®’
gan hak konstitusional di Indonesia i jaminan atas hak

onomi‘, _’sosia‘I, budaya, serta 'hék-hak fun lainnya yang

m undéng-undang dasar. Mekanisrﬁe 'perig'ayoma pat ditempuh

lur qtama, yakni proses pembentukan undang-un an pengujian

itas (constitutional review) di Mahkamah K i. Perbedaan

ntara keduanya terletak pada objek dan fokus p an: pengujian

g berfokus pada penilaian apakah materi mu ndang-undang

dengan norma konstitusi dan merugikan hak k sional warga.

dalam ranah aduan konstitusional fokus analisis pada apakah

ret atau kelalaian dari pejabat publik secara lang engakibatkan

1945 tentang
uat hak indi

dengan pasal 2 ertahankan hidup dan

kehidupannya. Pe kewajiban semua pihak,
termasuk warga negara. anya berbicara mengenai
pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban,

yaitu sikap saling menghormati dan menghargai hak konstitusional milik orang lain.

7 Galuh Candra Purnamasari, “UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK
KONSTITUSIONAL  WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL
(CONSTITUTIONAL COMPLAINT)” 3, no. 2 (n.d.): 24469, https://doi.org/10.25123/ve].2668.

% Munte and Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional
Rights In Indonesia).”
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Dalam tatanan hukum Indonesia, bentuk kewajiban asasi manusia dan warga negara

mencakup aspek-aspek berikut:%°

1. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia milik orang lain
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 28J ayat (1)
UUD 1945)

2. Kewajiban setiap orang untu

a pembatasan hukum saat menjalankan

hak dan kebebasannya. P. an untuk menjamin penghormatan

L
I"fl_f‘.

- g . A -
nal Wgr_g'a' egara memiliki k _u.dukan
. o

Hak T Ki ke t penting dalam
. - N
tatanan an p;n’s',érintahan Indonesia. UUD NRI.1945 gas mengakui
] "a)

L4 - - . - . ’ ‘. .
serta m ng tinggi hak asasi setiap individu yarjg l?&rlada ah Indonesia,

sebagai ang hak dasar yang bersifat universal.'Bag'i war ra Indonesia,
jaminan

Bab X

ut diperkuat dengan jaminan konstitusional khusus
| 28A hingga Pasal 28J). Karena hak-hak dasar i
iakui secara global, siapa pun di wilayah hukum |

ertuang dalam

ekat pada diri

ia berhak atas

ukum yang sama. Atas dasar inilah, mantan n

masa pidananya tetap berhak memperoleh hak-h

s terhadap pekerjaan. Prinsip ini selaras den onsep negara
[fare state), di mana negara berperan akti

lebih sejahtera, manusi

89 Fadhli, T., Al Fatha, K., Anggraini, L., Pasaribu, I. P. S., Purba, N. H., Rahimah and Siregar, A., Pertiwi,
K. N, Fitri, A. A., & Siregar, “Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara.”
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TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AKSES PEKERJAAN BAGI
MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

A.Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas

Pekerjaan Di Indonesia

Hak atas pekerjaan merupakan asar yang melekat pada setiap warga

negara. Pekerjaan tidak hany: uhan kebutuhan ekonomi, tetapi

juga memiliki hubungan idupan yang andirian, dan kesejahteraan

seseorang. Dalam gara kqsejaﬁtérgan, pe k atas pekerjaan tidak

hanya menjadi wab inﬂjvicja,,teta[;fj.gga berkaita eran negara dalam

ang setiap warga negara.meméerol_eh ke

. ¢‘< \ ,- “‘
ab negara berdasarkan Undangfu,n(Ijarjg Das ara Republik
un 1945 '

!
jawab negara dalam pemenuhan hak atas pek

berlandaskan
un 1945 pada

mum. Tujuan

ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi
hususnya tujuan negara untuk memajukan kesejaht

njukkan bahwa penyelenggaraan negara tidak han orientasi pada

kekuasaan, tetapi juga pada upaya mewuju kesejahteraan

miliki kondisi

alam kaitannya dengan hak atas pekerjaan, neg

ai hak atas egas tercantum dalam

Pasal 27 ayat (2 akan bah [ rga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut
menempatkan hak atas pekerjaan sebagai hak konstitusional yang diberikan kepada
setiap warga negara.”® Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

"0 Mahkama Konstitusi, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
41
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perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut
memperluas jaminan konstitusional terhadap pekerjaan, tidak hanya dalam bentuk
kesempatan untuk bekerja, tetapi juga berkaitan dengan perlakuan yang adil dan layak

dalam hubungan kerja.

Hak atas pekerjaan juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam
asal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

egakan, dan pemenuhan hak asasi

menjamin perlindungan hak asasi

menyatakan bahwa perlindu
manusia merupakan ta ma pemerintah. Ketentuan ini

menegaskan bahw dak cuku.p_‘hanya | hak warga negara dalam

konstitusi, tetapi tanggung}awdb,mengamb ntuk melindungi dan
memenuhi but. Daglarﬁ,‘konteké '[naritan nara ggung jawab ini
memaéfikan bahwa status s’e\ﬁéQaL orang rnah menjalani

erta-merta menghilangkan hak koﬁsti@Usibnalny memperoleh

. f -
erja.
!

ab negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39

1999 tentang

Hak As nusia

uhan hak atas
1999 tentang
dengan bakat,

ur dalam Kkonstitusi, tanggung jawab negara dalam

a berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39

8 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara,

an kemampuan, berhak atas pekerjaan yang laya njutnya, Pasal
atakan bahwa setiap orang berhak dengan be ili j

hak pula atas Syarat-sya

didasarkan pada status masa lalunya.

Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia juga ditegaskan
dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 71 mengatur

kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan

7L«UJU NO 39 TAHUN 1999 Tentang HAM.” Pasal 38 ayat (1) dan (2)
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memajukan hak asasi manusia. Sedangkan Pasal 72 menjelaskan bahwa kewajiban
tersebut dilaksanakan melalui langkah implementasi yang efektif dibidang hukum,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan bidang lainnya. Dengan
demikian, pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana perlu dilihat

sebagai bagian dari pelaksanaa n negara dibidang hak asasi manusia,

termasuk melalui kebijakan endukung akses kerja yang adil.

3. Tanggung jawab negar erundang-undangan dibidang

a untuk menjamin
r 13 Tahun 2003

bahwa setiap

ng ad.iil_t'e/r(':e_rr'[{ in dalam Undang-Und

tentang akerjaafl. Pasal 5 UU Ketenag'a‘keljaan me
/ :

tenaga emilqii{i keserhpatan yang sama tanpa'Qiskkimina

pekerja mentara itu, Pasal 6 menegaskan bahwa setiap

berhak saha.”? Kedua

eroleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari

ebut menjadi dasar bagi penerapan prinsip kesetar lam akses dan

ja. Dalam konteks mantan narapidana, ketentuan fi t memberikan

i alasan untuk

riwayat pemidanaan tidak semestinya digunakan

skriminasi secara otomatis dalam proses rekrutme

ab negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang

dalam tatanan

pembinaan narap ,
mereka ke tengah masyarakat.” Sebuah undang-undang yang telah ditulis, dipahami

sampai selesai, serta berstatus final memiliki efektivitas yang efektif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menghadirkan

2 “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN,” n.d.

3 Muhamad Calvin and Aliya Perawita, “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Warga Binaan Narkotika
Berdasarkan Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dirumah Tahanan Negara Kelas
Iib Kota Bengkulu” 2, no. 3 (2026): 625-31.
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pembaruan mendasar dalam tata kelola pemasyarakatan. Regulasi ini memperkuat
pelaksanaan fungsi utama pemasyarakatan mulai dari pelayanan, pembinaan,
pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, hingga pengamanan dan pengamatan
dengan senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, serta

pemenuhan hak asasi manusia.

Pembentukan Undang-Und Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

g tatanan pemasyarakatan memp&rtegas tujuan enggaraannya,
kan asas, fungsi, dan kelembagaan dalam siste asyarakatan. ™

.
Secara nsial, terdapat tiga pilar perubahan utama dalam u

1. Per Paradigma Hukum: Mengubah pendekatan dari lasan dan efek
di rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Hal ini be memperbaiki
arapidana dan anak agar mampu kembali menjadi

ktif.

ta masyarakat

arapidana dan

ak Asasl Manusia: Memberikan pemenuhan HAM

anak, mencakup akses terhadap pendidikan, layanan Rééehatan, kesempatan kerja,

ri segala bentuk kekerasan.

Modernisasi Si

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara khusus dirancang untuk mencapai

beberapa tujuan strategis berikut:

1. Memperkokoh tatanan sistem pemasyarakatan yang berbasis pada nilai

4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “UU Nomor
22 Tahun 2022 Usung Semangat Perubahan dan Kemajuan Pemasyarakatan”, https://www.ditjenpas.go.id/uu-no-
22-tahun-2022-usung-semangat-perubahan-dan-kemajuan-pemasyarakatan, diakses pada 18 September 2026



https://www.ditjenpas.go.id/uu-no-22-tahun-2022-usung-semangat-perubahan-dan-kemajuan-pemasyarakatan
https://www.ditjenpas.go.id/uu-no-22-tahun-2022-usung-semangat-perubahan-dan-kemajuan-pemasyarakatan
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keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan;
2. Mengoptimalkan mutu pelayanan serta program pembinaan bagi warga binaan;

3. Mendorong efektivitas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas operasional
pemasyarakatan;

4. Menguatkan skema perlindu

n pemenuhan hak-hak asasi warga binaan;

5. Memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

sistem pemasyara

Pelaksanaan pemasyarakatan an landasan asas sebagai
pedoman ut roses penib,inaan;d_apat ber al. Berdasarkan
. 0w '.". .
Pasal 3 ndang Nemor 22 Tahun 2022 tenta arakatan, asas-

/ O
o~ N » - -

2 " N Ay,
man: Merupakan bentuk perlakuan khusus ter
] a.om-

warga binaan

ituju}(an untuk memberikan perlindungan kepa syarakat dari

pengulangan tindak pidana (residivisme). Di s itu, asas ini

s pada pemberian bekal dan kesiapan hidup bag

dapat kembali menjadi anggota masyarakat yan aya guna dan

ribusi positif. Nilai filosofis dari asas pengayoman akar langsung
manat Pasal 28A UUD NRI 1945 yang m
sional atas hak setiap individu untuk hidup se

ikan jaminan

mpertahankan

kehidupannya;

i, Diskriminasi diartikan se

asas non-diskriminasi dalam sistem pemasyarakatan menegaskan tidak boleh
adanya pembedaan perlakuan atas alasan-alasan tersebut. Hal ini sejalan
dengan asas kemanusiaan yang mewajibkan negara untuk memberikan

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta menjaga harkat dan

5 “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN,” no. 143384
(2022). Pasal 3
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4)

5)

6)
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martabat para narapidana secara proporsional;

Kemandirian: Merupakan asas yang berorientasi pada kemampuan serta
pemenuhan kebutuhan hidup, baik secara rohani maupun jasmani. Dalam ranah
pemasyarakatan, asas ini diterapkan untuk menggali dan mengembangkan
potensi diri narapidana berdasarkan kapasitas yang mereka miliki. Penerapan

asas ini mendorong terpenuhi ak pembimbingan melalui penanaman nilai-

nilai kekeluargaan, peni erampilan Kkerja, serta pemantapan

ketakwaan kepada

sa, sehingga narapidana dapat

lasan dendam
kur dan tidak

nalitas wajib

sip bahwa pemidanaan bukanlah sarana untu
si), melainkan tindakan korektif dan édui(atif ya

mata bersifat represif. Pelaksanaan asas pr

tikan secara .saksama agar tujuan pem atan dalam

ayakan reintegrasi sosial bagi warga binaan dala

gan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderita makna bahwa

penderitaan atau hukuman yang dialami warga bin nyalah sebatas

asan kebebasan ruang gerak di dalam lembaga pe akatan selama

minuman,

pilan yang memadai;
Profesionali i i setiap pelaksanaan tugas
dan penetapan kebijakan dalam tatanan pemasyarakatan harus didasarkan pada
keahlian, kompetensi, serta pemenuhan kode etik profesi. Dalam konteks ini,
seluruh jajaran petugas pemasyarakatan dituntut untuk menjalankan kewajiban

jabatannya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan sikap profesional

yang tinggi.
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Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat
berintegrasi secara sehat ke tengah masyarakat, sekaligus memulihkan kembali
hakikat kemanusiaannya dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan
lingkungan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan mencakup enam bidang utama:

1) Pelayanan: Kegiatan yang an guna menjamin perlindungan hukum

serta pemenuhan ha tahanan selama menjalani proses

peradilan;

2) Pembinaan: ematis urLtuk meni ualitas ketakwaan kepada

Tuhan

a Esa, kemamppan intele profesional, serta

ani dan rOha‘hl para narapldana

klien baik di

apkan mereka

3) ing Kemasyarakatan Keglatampendampmg
aupun di Iuar proses peradilan pldane g’Una me

dapl.proses relntegraS| sosial secara matang,

4) tan: Kegiatan penunjang yang diselenggarakan u emelihara dan

a kondisi fisik serta psikologis narapidana selama

5) anan: Langkah pencegahan, penindakan, dan pe n dari potensi

an keamanan serta ketertiban demi menciptakan li an yang aman

ondusif di Rumah Tahanan Negara (Rut an Lembaga

negara untuk

pekerjaan secara layak.

Bagi mantan narapidana, keberadaan pengaturan tersebut memiliki arti penting

karena berakhirnya masa pidana tidak menghilangkan kedudukan mereka sebagai

6 “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.” Pasal 4



48

warga negara yang memiliki hak konstitusional dan hak asasi manusia. Selain itu,
tujuan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan menunjukkan bahwa
mantan narapidana perlu memperoleh kesempatan untuk kembali menjalankan

kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.

B. Tanggung Jawab Negara te n Hak Konstitusional Mantan
Kesejahteraan

edudukan negara sebagai
pihak yang memiliki ak-hak warga negara.
aan negara tidak

juga mencakup

tuk mb'fn.ast‘ika‘n agar hak yang‘ telah dijamin hukum dapat

dinikmati asyarakat. Dengan demikian, tanggung?jaWab ne pat dipahami

!
sebagai k n negara untuk menjalankan fungsi pemeri , membentuk

kebijakan, erikan perlindungan, serta melakukan tindakan y: perlukan agar

hak warga dapat terpenuhi secara nyata’’. Konsep tersebut sej ngan karakter

emiliki peran
uhan hak-hak

negara kes
aktif dalam

an yang menempatkan pemerintah sebagai pihak

judkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin

dasar warg a.
Dalam perspektif -negara kesejahteraan (welfare stf;te),' tanggung jawab negara

ih luas dibandingkan negara

penjaga ketertl

terhadap suatu hak m
kondisi yang menja ran aktif tersebut dapat
dilakukan melalui pembentukan kebijakan, penyediaan pelayanan publik, pemberian
perlindungan hukum, serta berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi

hambatan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.’

7 Rizkiyawan Hasan, “DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA : ANTARA JANII
KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI DYNAMICS OF THE CONCEPT OF WELFARE STATE IN
INDONESIA: BETWEEN THE PROMISE OF THE CONSTITUTION AND ECONOMIC REALITY” 5, no. 10
(2024): 1-19.

8 Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) Dalam Perspektif Pancasila” 23, no.
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Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia pada dasarnya dapat
dilihat melalui tiga bentuk kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect),
melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Kewajiban untuk menghormati berarti

negara tidak melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang secara tidak sah

mengurangi atau menghambat hak . Kewajiban untuk melindungi berarti

negara harus mencegah terjadi k oleh pihak lain. Sementara itu,
kewajiban untuk memenubhi ambil langkah-langkah positif

agar hak dapat dinikmati ata oleh masyara

juga dari tindakan nega‘ra. dalam mencip gkungan yang
anaan"ﬁ'ak tersébut. Dengan dem‘ik‘ian, k'etika su telah dijamin
secara kon nal, riegara mempunyai tanggung jawat} untuk me an bahwa hak
tersebut tid henti‘ pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudki am kehidupan
m konteks negara kesejahteraan, pelaksanaan tang awab tersebut

ri upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan adilan sosial.

ab negara dalam penelitian ini tidak dimaknai ai kewajiban
negara un mberikan pekerjaan kepada setiap warga nega ara langsung.
negara lebih tepat dipahami sebagai kewajiban

penghasilan yang da ntuk mem n dasar, seperti pangan,
tempat tinggal, pendi tuhan ke . rena itu, pekerjaan tidak
semata-mata dapat dipandang sebagai kegiatan untuk memperoleh penghasilan, tetapi
juga mempunyai hubungan dengan martabat manusia, kemandirian, dan kesejahteraan

seseorang.®

September (2021): 139-51.

79 Zai Syahril Nur, “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGHORMATI, MELINDUNGI,
MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL,” Jurnal
Hukum Progresif 9, no. 2 (2026): 61-67.

80 Koko Adya Winata, “Etika Bekerja Dalam Islam : Kajian Terhadap Nilai , Hikmah , Dan Produktivitas”
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Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pekerjaan memperoleh kedudukan sebagai
hak yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun

1945 yang menyatakan bahwa setiap or hak untuk bekerja serta mendapat imbalan

dan perlakuan yang adil dan ubungan kerja. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa pekerj n penting dalam sistem hak

konstitusional di Indonesi

Hak atas pekerj erkaitan dénggn kewa ra dalam mewujudkan

kesejahteraan t. Apapjla.se_seoréhg mempun ntuk memperoleh

pekerjaan, endukung agar
il. Hal ini tidak

setiap warga

memperoleh pekerjaan tersebut d%pat_diékses se
gara harus rhenyediakan satu pekerjaan tertent
gara mempunyai kewajiban untuk merhbangun Si

negara, tet an kebijakan

yang tidak up kesempatan seseorang untuk bekerja secara tid lasan.

Dalam ktif negara kesejahteraan, pemenuhan hak atas pek: menjadi salah

paya negara dalam menciptakan kesejahteraan so egara dituntut

untuk ber aktif dalam memberikan jaminan dan mencip kondisi yang

memastika a negara memperoleh kehidupan yang layak. Kaji genai welfare

ia menunjukkan bahwa peran aktif negara berk dengan upaya
arakat dan menciptakan kesejahter

kesejahteraan umu

han hak atas pekerjaan
menjadi salah satu sa ‘ penghidupan yang layak
sekaligus menjalankan kehidupannya secara mandiri. Oleh sebab itu, ketika terdapat
kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan, negara

harus melihat persoalan tersebut bukan hanya sebagai persoalan ekonomi individual,

03, no. 01 (2026): 1493-1501.

81 Vania Andari Damanik and Dinda Dwi Andriyani, “Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang
Disabilitas Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023 1, no. 2 (2024): 238-65.

8 Dimyati, “QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN : MENEGUHKAN IDEOLOGI.”
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melainkan sebagai persoalan pemenuhan hak warga negara.

Kedudukan hak atas pekerjaan tersebut berlaku bagi mantan narapidana. Mantan
narapidana merupakan seseorang yang telah selesai menjalan pidana berdasarkan
putusan pengadilan dan kemudian kembali, menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Berakhirnya masa pidana mempun a orang tersebut telah menyelesaikan

konsekuensi pidana yang dijat tatus sebagai mantan narapidana

tidak dengan sendirinya titusional seseorang menjadi
hilang N
Setelah kemb ’ .' akan warga negara

empunia1 ﬁékihak' kohstit'u,sional a warga negara

tldak terdapat pembatasan haK yang secara itentukan oleh
atu hak tersebut adalah hak untuk memper
g Iaygk. '

Persoa udian muncul ketika mantan narapidana berusah

ekerjaan dan

asuki kembali

kehidupan dan ekonomi masyarakat. Meskipun secara h telah selesai

menjalani a, dalam praktiknya masih terdapat pandanga atif terhadap

seseorang ernah melakukan tindak pidana. Stigma tersebut memengaruhi

penerimaa arakat maupun kesempatan mantan narapidana memperoleh

pekerjaan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kedudukan hukum

setelah kembali ke m ecara normatif, ha
pel
kebijakan, maupu i rimaan tena
jawab negara menja
mantan narapidana, teta
bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut.%

Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya

8 Tanisha Jahida et al., “Pengaruh Stigma Sosial Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana Di
Masyarakat,” Publishing 1, no. 1 (2026): 1-10.

8 Wirda Amalia Imam Aulia Abdi, Sabirin, “Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja
Bagi Mantan Narapidana ( Studi Kasus Dikecamatan Simeulue Timur,” 2024.

8 Muhammad Asriadi et al, “Hak Kewarganegaraan Dan Hambatan Sosial : Reintegrasi Mantan
Narapidana Dalam Bayang-Bayang Sanksi Sosial” 5, no. 1 (2026): 1653-63.
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berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga proses pembinaan dan reintegrasi
narapidana agar dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian,
setelah seseorang selesai menjalani pidana, proses reintegrasi tidak seharusnya berhenti
pada saat orang tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan. Reintegrasi juga berkaitan

dengan kemampuan mantan narapidana untuk kembali menjalankan fungsi sosial dan

ekonomi dalam masyarakat.

Pekerjaan memiliki kedudu 0ses reintegrasi mantan narapidana

karena pekerjaan dapat untuk kembali membangun

kehidupan yang mandi menyel'_esaikan elalui pekerjaan, mantan

narapidana dapat eh penghaSIIan,'memenuh n hidup, membantu

kebutuhan ke rta membang‘un kembail hubungan gan masyarakat.

Oleh karen ses terhadap pekerjaan tidak hany& berkait n kepentingan

ekonomi, uga berkalta.n dengan proses seseorahg untuk menjalankan

kehidupan normal di tengah masyarakat. .

Keters kesempatan kerja berpengaruh langsung ter kemandirian

ekonomi n narapidana. Seseorang yang mempunyai an memiliki

kesempata lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup me nghasilannya

sendiri. S ya, keterbatasan akses terhadap pekerjaan menyebabkan

seseorang lami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidu h keluar dari

lembaga p rakatan. Oleh karena itu, pemberian kesempatan bekerja dapat

dipandang sebagai salah satu bagian dari upaya mendu‘kimg kemandirian mantan

Selain  member

narapi

kesempatan bagi m melihat
menjalankan fungsi s : n demik dapat menjadi salah satu
sarana untuk mendukung proses reintegrasi sosial.

Hubungan antara pekerjaan dan reintegrasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan

akses pekerjaan bagi mantan narapidana tidak dapat hanya ditempatkan sebagai

8 Mahmud Syaukat, “Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program
Rehabilitasi” 3, no. 2 (2026): 820-26.
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persoalan individu dalam mencari pekerjaan. Hambatan terhadap pekerjaan dapat
berkaitan dengan stigma sosial, penerimaan masyarakat, maupun Kkebijakan atau
persyaratan tertentu dalam proses rekrutmen. Reintegrasi sosial menunjukkan bahwa

stigma sosial merupakan salah satu hambatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam

upaya pemenuhan hak memperoleh pe

Negara mempunyai posisi pe nciptakan kondisi yang mendukung
mantan narapidana untuk bekerja. Peran tersebut dapat
dilakukan melalui kebij tan keterampilan, fasilitasi

mempunyai dasar yang

sah, serta kebij egrasi_agar ‘mantan .narapidana bali menjalankan

ekonomi. A=

kian,,,ypekerjaah ini ditempatk‘én :btikan h bagai sarana
ghasilan, teiapi sebagai salah satu"-bagian d enuhan hak

n proses reintegrasi sosial. Kedudukan fersebut se penting dalam

sejahteraan (welfare state) yang menempatkan n sebagai pihak
nggung jawab aktif dalam menciptakan kondisi k

konsep tanggung jawab negara dan kedudukan tas pekerjaan
h diuraikan, tanggung jawab negara terhadap a ekerjaan bagi

mantan na na dapat dianalisis melalui tiga bentuk: kewa negara, Yaitu

i (to respect), melindungi (to pr

tidak melakuka ang secara tidak sah
menghambat ses ‘ ‘ Sebagai contoh suatu
perusahaan menetapkan aturan yang secara otomatis melarang semua mantan
narapidana melamar pekerjaan, tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan, dasar

hukum, atau alasan pembatasannya. Dalam contoh ini, yang perlu dikaji adalah

87 Harijan, “Konstusi Dan Hak Asasi Manusia.”

8 dan Pulung Widhi Hari Hananto Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, “Pemenuhan Kewajiban
Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19,” Hukum lus Quia lustum 28, no. 3 (2021):
61434, https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art8.
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kebijakan yang dibuat negara sendiri. Negara harus memastikan bahwa pembatasan
tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan alasan yang relevan.

Kewajiban ini tidak berarti bahwa setiap pembatasan terhadap mantan narapidana
pasti merupakan pelanggaran hak. Dalam keadaan tertentu, hukum dapat

menetapkan persyaratan khusus kerjaan tertentu apabila terdapat dasar

hukum dan alasan yang berkai er pekerjaan tersebut.®® Oleh karena
itu, yang menjadi perso batasan tersebut agar memiliki
ibenarkan, serta diterapkan

an kewajiban ini, negara perlu m

bahwa peraturan

an yang"'berkéitén dengjaﬁ a\k_s'es_.pekerj menciptakan

g bersifat qmljm dan tidak berélésaﬂ térhadap n narapidana.

erlu memastikan bahwa hak atas peke‘:rjaari yang ijamin dalam

!
k berhenti sebagai pengakuan normatif semata.

ntuk melindungi (to protect)

n to protect mengandung arti bahwa negara memberikan

terhadap hak seseorang dari tindakan piha yang dapat

atau melanggar hak tersebut. Dalam konte es pekerjaan,

negara tidak hanya ditujukan terhadap tin.quan pe ah, tetapi juga
ngan tindakan pihak lain, termasuk pihak'pe‘mberi kerj i

ketentuan hukum.®® Seb

hambatan dalam memperoleh pekerjaan dapat berasal dari stigma atau perlakuan
diskriminatif. Negara perlu menciptakan mekanisme hukum dan kebijakan yang

dapat mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil serta memberikan perlindungan

89 Asyif Faozi, Siti Kunarti, and Sugeng Santoso, “LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE OF FORMER
PRISONERS ON THE RIGHT TO OBTAIN JOBS; STUDY OF SKCK REQUIREMENTS IN JOB
RECRUITMENT” 10, no. 01 (2026): 345-51.

9 Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, “Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak
Kebijakan Penanganan Covid-19.”
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apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan.
3. Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill)

Kewajiban to fulfill menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah positif

agar hak atas pekerjaan dapat diwujudkan secara nyata. Bagi mantan narapidana,

kewajiban tersebut dapat dilak lui berbagai bentuk fasilitasi, seperti

pemberdayaan ekonomi, pel embinaan kemandirian, serta kerja

n me:'me:nuhi Iidé'k dapat dir‘na.k'ﬁ‘ai' bahwa n

rus memberikan

ada séfiap mantan narapidana. Peme‘nl]han ‘hak at rjaan lebih tepat

dengan menciptakan kesempatan dan kondisi memungkinkan

idana memperoleh pekerjaan secara adil. Den mikian, negara

gai fasilitator yang mengurangi hambatan struktur pun sosial yang

seseorang kesulitan menggunakan hak atas peker a.

hami lebih jauh sejauh mana suatu negara tel ujudkan cita

pat indikator

sebut, konsep kesejahteraan dapat didekati mel
teraan sebagai

muskan oleh Prof. Dr. Nasikun, yang memandang k
artabat manusia. Keempat indikafor te
are), kebebasan (freed
atau

1. Rasaaman (secu
Salah satu un jukkan ter teraan dalam kehidupan

masyarakat. Rasa aman tidak hanya berkaitan dengan terbebas dari ancaman secara
fisik, tetapi juga berkaitan dengan adanya kondisi yang memberikan ketenangan

dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks mantan narapidana, rasa aman dapat

%1 Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya
Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis” 5, no. 2 (2023): 2425-38,
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026.

92 Dr. Nasikun, Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga.Pdf (PT. Tiara Wacana Yogya, 1996).
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dilihat dari keadaan setelah seseorang menyelesaikan masa pidana dan kembali
menjalankan kehidupan di tengah masyarakat. Pada tahap tersebut, mantan

narapidana membutuhkan kondisi sosial yang memberikan ruang untuk menjalani

kehidupan tanpa terus-menerus di eh status masa lalunya.®®

2. Kesejahteraan (welfare)

Kesejahteraan berkai a kebutuhan dasar dan kondisi

dilihat dari terpenuhinya

kebutuhan ek pi juga dari ;kp'mampuan untuk menjalankan

Iayak,{mé_ménuhi-'k(iB_ut'uhan diri eluarganya, serta

empatan"l]ntuk'-hieningkeitl(arf;ta'raf_ kehid °4 Bagi mantan

| tersebut menjadi arti penting ‘karén_'a 'éetelah esaikan masa

rang'kembéli menghadapi kebutuhan: yahg ha enuhi secara

!

eedom)
dengan kemampuan seseorang untuk mene pilihan dan
idupannya sesuai dengan kehendaknya. Kebebasa

melekat pada setiap manusia dan tetap dimili orang setelah

ana. Berakhirnya masa pidana berati berakhir pul sanaan pidana

rsoalan jati diri menjadi
kali memengaruhi cara
lingkungan sosial memandang mereka. Meskipun demikian, seseorang yang telah

menyelesaikan masa pidana tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat

93 Sri Rahayu Bapino Dkk, “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP
STIGMA NEGATIF MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA,” no. 39 (2021).

9 Sofyan Mokoginta and George M V Kawung, “ANALISIS PENGARUH STANDAR PELAYANAN
MINIMAL ( SPM ) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN
EKONOMI KOTAMOBAGU” 24, no. 2 (2023): 207-23.

% Leoni Capri Widyatama, “ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM MANTAN NARAPIDANA
DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN DI INDONESIA” X, no. 1 (2023): 1-17.



57

dan memiliki kedudukan yang sah sebagai warga negara.®

Meskipun hak atas pekerjaan telah memperoleh jaminan hukum, pemenuhannya bagi
mantan narapidana masih dapat menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat

berasal dari lingkungan sosial, kebijakang@administratif, kesiapan kerja, kondisi individu,

maupun dukungan kelembagaan. F ersebut perlu diperhatikan karena dapat
memengaruhi kemampuan man

adil.

emperoleh kesempatan kerja secara

1. Stigma dan diskri

pat memengaruhi
ebagai seseorang
n negatif dari

Mantan nafapidana dapat dipandang: sebagai ng yang sulit

!
risiko mengulangi tindak pidana, atau tida k memperoleh

ang sama dengan orang yang tidak memiliki riwa ana. Pandangan

esulitan untuk

t menyebabkan mantan narapidana mengal

embali penerimaan sosial setelah menyelesaikan idananya.®’

sebut juga dapat memengaruhi proses penerima m dunia kerja.

am menentukan

dapat mempertimbangkan riwayat pidana seseora

tenaga kérja', meskipun kemampuan, ketéra?npilan d

n yang tersedia dapat

jenis pekerja tersebut
dapat menimb engenai p ak setara dalam akses

pekerjaan.%®

Diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja perlu dinilai berdasarkan alasan
dan tujuan pemberlakuan persyaratan, relevansinya dengan pekerjaan yang dilamar,
serta proporsionalitas pembatasan yang ditimbulkan. Dalam konteks mantan

% Edison Bonartua Hutapea, “Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat” 5, no. 1
(2023): 27-31.

9 Munaivah et al, “REINTEGRASI MANTAN NARAPIDANA Satunya Yaitu Surat Keterangan
Catatan Kepolisian ( SKCK ). SKCK ( Surat Keterangan.”

% Jahida et al., “Pengaruh Stigma Sosial Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana Di Masyarakat.”
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narapidana, penolakan terhadap pelamar tidak dapat langsung dinyatakan sebagai
tindakan diskriminatif hanya karena pelamar tersebut pernah menjalani pidana.
Penilaian perlu dilakukan dengan melihat pertimbangan yang mendasari keputusan

pemberi kerja dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Segi alasan: Perlu diperiksa dasar yang digunakan pemberi kerja dalam menetapkan

persyaratan atau menolak pela ng berstatus mantan narapidana. Apabila

penolakan hanya didasarkan umum bahwa setiap mantan narapidana

tidak layak dipekerj perlu dikaji karena tidak
mempertimbangka -masing pelamar. Sebaliknya,

da ketentuan hukum dan

alasan _tersebut EiérTu dinilai an ketentuan yang

- '

d Persf/arétqn' bekerjaan perlu rhe‘miliki‘;tujuan jelas dan dapat

, misalnya untuk memastikan kompe:tens'i, me eamanan, atau

I kep;entingan yang berkaitan langsung dengan p naan pekerjaan.

sebut perlu dibedakan dari penggunaan riwayat a semata-mata

sar untuk mengecualikan mantan narapidana d empatan Kkerja.

mikian, tujuan pemberlakuan persyaratan haru lai berdasarkan

n yang hendak dicapai dan kesesuaiannya dengan

nsi: Perlu diperiksa hubungan antara persyarata ditetapkan dan
atau tanggung jawab pekerjaan. Sebagai contoh, persyar

itan dengan keamanan at

narapidana tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kelayakan

seseorang untuk bekerja.

4. Segi proporsionalitas: Perlu dinilai apakah pembatasan yang diterapkan sebanding
dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemberi kerja perlu mempertimbangkan apakah

persyaratan yang digunakan memang diperlukan atau terdapat cara lain yang lebih
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sesuai untuk menilai kelayakan pelamar. Misalnya, penolakan otomatis terhadap
seluruh mantan narapidana perlu dikaji apabila tidak mempertimbangkan jenis
tindak pidana, hubungan dengan pekerjaan, maupun ketentuan khusus yang berlaku.

Namun, pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa setiap pemberi kerja wajib

mengabaikan persyaratan yan Penilaian proporsionalitas tetap harus

memperhatikan dasar huku ekerjaan yang bersangkutan.

Dengan demikian, i a berkaitan dengan pandangan

masyarakat, tetapi nyata dalam memperoleh

pekerjaan. Ko n hak atas pekerjaan

ut menunjukkan. bahwa
membutuh yang 'tida'I{-hanya' bgrofientasi pa katan kemampuan

a, tetapi ]uga padé pencipfaén‘tihgkur]gan S ketenagakerjaan

an keéempatan secara adil. Yo
inistratif dan kebijakan

or sosial, akses pekerjaan bagi mantan narapidana |

pat dipengaruhi

oleh pe an administratif dan kebijakan yang diterapkan dal

ses penerimaan

tenaga Persyaratan administratif tertentu dapat menyeb riwayat hukum

etahui oleh pihak pemberi kerja dan pada a memengaruhi

ntuk mengikuti proses rekrutmen. Dalam konteks tu, penggunaan

rti SKCK dapat

persyaratan yang berkaitan dengan riwayat pidan

abila diterapkan secara umum ta

ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak atas pekerjaan.

1. Segi fungsi administratif: SKCK merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan

olen Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan catatan kepolisian

99 Lucky Firnando, “DAMPAK LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MELALUI
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN
YANG LAYAK DI TINJAU DARIPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” Jurnal Hukum Egalitaire 2, no. 6
(2024): 397-408.
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seseorang untuk memenuhi keperluan tertentu. Dalam proses perekrutan tenaga
kerja, dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan
administratif bagi pemberi kerja. Namun, fungsi administratif tersebut tidak serta
merta menjadikan SKCK sebagai persyaratan wajib untuk seluruh jenis pekerjaan.
Permasalahan muncul ketika dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk

menutup kesempatan Kkerja bagi ntan narapidana tanpa mempertimbangkan

keadaan dan kebutuhan pekerj
SKCK perlu dibedak

rsangkutan. Oleh karena itu, penggunaan

an kebutuhan administratif dan

publik Indonesia

ahun 2026 tentang Penerbitan ’Sura.t Kepolis atan Kepolisian

penerbitan  SKCK untuk berbagai keperluan asuk melamar

Namun, ketentuan mengenai penerbitan SKCK ti ngan sendirinya

wa seluruh pemberi kerja wajib menjadikan SKC gai persyaratan

pelamar. Oleh karena itu, dasar hukum ya gunakan untuk

n persyaratan tersebut perlu diperiksa sesuai den

nis jabatan dan

ang melakukan perekrutan. Dengan demikia

alisis terhadap

SKCK tidak cukup hanya mengacu pada uran mengenai

ya, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentu g menjadi dasar

rsyaratan dalam pekerjaan yang bersa

elevansi persyarata

K dapat ditemukan dalam
proses perekrutan pada sejumlah kelompok pekerjaan lain, seperti aparatur sipil
negara (ASN), anggota polisi, TNI, jabatan tertentu di sektor keuangan, serta
pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan aset atau akses terhadap informasi
yang bersifat rahasia. Tidak tepat apabila persyaratan yang berlaku bagi satu jabatan

langsung dianggap berlaku bagi seluruh pekerjaan dalam kelompok yang sama.
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Terlebih lagi, untuk pekerjaan seperti tenaga produksi, administrasi umum, atau
pekerja swasta lainnya, kewajiban melampirkan SKCK tidak dapat diasumsikan
berlaku secara menyeluruh tanpa memeriksa dasar persyaratannya. Oleh karena itu,
perbedaan jenis pekerjaan menjadi faktor penting dalam menilai apakah penggunaan
SKCK memiliki alasan yang dapat dibenarkan atau justru menjadi hambatan yang

tidak proporsional bagi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan.

4. Segi penerapannya: Perlu di na persyaratan SKCK digunakan dalam

erhadap hak atas .‘p’e'kerjaan be ula pada bagaimana
ut digunakaﬁ. oleh pih'ak yang. mela ekrutan. Apabila

menjadi bagian dari pemeriksaan ad:mi‘nistrati daannya belum

uk menyimioulkan adanya pelangg'airah- hak.

tersebut diterapkan secara otomatis tan'pa mempe ngkan relevansi

idana dengan pekerjaan, terdapat alasan unt ngkaji apakah

ya menimbulkan pembatasan yang tidak propor: atau perlakuan

tif. Oleh sebab itu, penilaian terhadap dugaan p aran hak perlu

pada dasar hukum, tujuan, relevansi, dan cara

an persyaratan

kan semata-mata pada keberadaan SKCK.

pidana perlu di
kepentingan terte

kesempatan kerja.
3. Keterbatasan keterampilan dan kesiapan kerja

Faktor lain yang dapat menghambat akses pekerjaan adalah keterbatasan

keterampilan yang dimiliki mantan narapidana setelah selesai menjalani pidana.
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Pembinaan kemandirian selama menjalani masa pemasyarakatan pada dasarnya
diarahkan untuk memberikan bekal keterampilan yang dapat digunakan setelah
kembali ke masyarakat. Namun, keberadaan program pelatihan tidak dengan sendirinya
menjamin bahwa keterampilan yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja.1%

Kesesuaian antara keterampi iberikan dengan kebutuhan pasar kerja

menjadi penting karena alami perkembangan. Perubahan

ing dengan pencari

7 '

“~ ’ . . )

r ) AN
. v,

ugé berkaita

)

erampilan t’éknis, kesiapan Kerja j an kemampuan

uk menyesuaikan diri dengan Iingkung’an kerja, linan, tanggung

mampuan menjalankan pekerjaan secara berkelanj leh karena itu,

ng mendukung akses kerja bagi mantan narapidai k cukup hanya

tikan relevansi

pelatihan keterampilan, tetapi juga perlu me

ersebut dengan kebutuhan setelah mereka kembal syarakat.

al mantan narapidana

r angj berasal dari lingkungan, pem'enl;han

ondisi internal mantan n

Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian mantan narapidana mengalami
keraguan ketika mencari pekerjaan, terutama apabila sebelumnya pernah mengalami
penolakan. Dalam keadaan demikian, hambatan internal dan eksternal dapat saling

berkaitan. Stigma dari lingkungan dapat memengaruhi kepercayaan diri, sementara

10 Dewan Musyawarah Taruna, “Efektivitas Program Pembinaan Pemasyarakatan Dalam Mendorong
Desistance Dari Kejahatan Dan Kemandirian Ekonomi Narapidana Pasca Bebas” 3, no. 1 (2026): 71-77.
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rendahnya kepercayaan diri dapat semakin menyulitkan seseorang dalam membangun

kembali hubungan sosial dan mencari pekerjaan.%

Namun, kondisi internal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan

seluruh persoalan akses pekerjaan mantan narapidana. Kemampuan individu

memang menjadi salah satu rlu diperhatikan, tetapi negara tetap

mempunyai tanggung ja kondisi yang mendukung proses

reintegrasi. Dukun a pembina pendampingan, dan

pemberdayaan d antu meningkatkan antan narapidana untuk

kembali menj

ehidupan secara mandiri.

a dukungan dan koordinasi antar lembaga
4 - \
(' N " : » . \ - .“
hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana j rkaitan dengan

agai pihak dalam proses reintegrasi. Proses terseb hanya menjadi

ab lembaga pemasyarakatan, tetapi memb n keterlibatan

aerah, dunia usaha, dan masyarakat. Apabila

-masing pihak
erannya secara terpisah tanpa koordinasi yang bai ungan terhadap

dana setelah kembali ke masyarakat dapat menjad

kelembagaan diperlukan terutama untuk me ngkan mantan

ngan kesempatan Kkerja, pelatihan, pemberdaya nomi, maupun
tersedia. Koordinasi juga diperlﬂkan

i pidana dapat dilanjut

orang tersebut b un.kehidu

Selain dukung , lingku an masyarakat juga dapat
berperan dalam proses reintegrasi. Dukungan dari lingkungan terdekat dapat membantu

mantan narapidana memperoleh informasi, membangun kembali kepercayaan diri, dan

101 Hutapea, “Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat.”

102 Raihan Irsad Maulana et al, “lMPLEMENTASI ASSESSMENT RISK AND NEEDS DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS
KELAS IIB CIANJUR,” Law Journal (Lajour) 6, no. 2 (2025): 83-95.

103 Fitria, Turano Gunade, and Mariyati, “Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui
Pembebasan Bersyarat (Pb) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai.”



64

menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Sebaliknya, lemahnya dukungan sosial
dapat membuat proses reintegrasi menjadi lebih sulit.2%* Oleh karena itu, pemenuhan
hak atas pekerjaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya

dibebankan kepada mantan narapidana sebagai individu.

Kelima faktor tersebut menunjukkangbahwa hambatan dalam pemenuhan hak atas

pekerjaan bagi mantan narapidana ti erasal dari diri individu, tetapi juga dari

lingkungan sosial, kebijakan ad kerja, serta dukungan kelembagaan.

Oleh karena itu, penyelesai ukup hanya diarahkan kepada

mantan narapidana a katkan. kemampu Negara juga mempunyai

kebijakan,

tanggung jawab perlindungan dari

diskriminasi, engan pihak yang

berkaitan d

Jika di dari pérspektif negara kesejahteraaﬁ, tanggung j egara terhadap

akses peker gi mantan narapidana tidak berhenti pada pengaku wa setiap orang

mempunya ntuk bekerja. Negara kesejahteraan menuntut ada ran aktif negara

dalam me

an kondisi sosial dan ekonomi yang menjami tersebut dapat

dinikmati s nyata. Oleh karena itu, keberadaan jaminan konst al perlu diikuti

dengan ke yang mampu mengatasi hambatan yang secara s dihadapi oleh

an keterampilan, fasilitasi
pihak terkait.

kesempatan kerja, pen

Dengan demikian, ukuran tanggung jawab negara dalam perspektif negara
kesejahteraan tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya peraturan yang mengakui
hak mantan narapidana. Ukurannya juga terletak pada kemampuan negara mengubah

104 Syaukat, “Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program Rehabilitasi.”
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jaminan hukum tersebut menjadi kesempatan yang dapat diakses secara nyata. Program
reintegrasi sosial menunjukkan bahwa akses pekerjaan membutuhkan dukungan kebijakan
yang lebih komprehensif, termasuk penguatan kebijakan afirmatif, pengurangan hambatan
administratif, serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat.

Pada akhirnya, negara kesejahter. enempatkan negara sebagai pihak yang

mempunyai tanggung jawab unt n kondisi yang memastikan mantan

105 Kartika Maharani Bahar, “Jurnal Fakta Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan
Kesejahteraan,” Jurnal Fakta Hukum 4 (2025): 29-36.



BAB IV
KEPASTIAN HUKUM BELUM TERPENUHINYA HAK KONSTITUSIONAL
MANTAN NARAPIDANA DALAM AKSES PEKERJAAN

A. Kepastian Hukum Belum Terpenuhi ak Konstitusional Mantan Narapidana

dalam Akses Pekerjaan
Hak atas pekerjaan bagi lah memperoleh jaminan dalam
konstitusi dan peraturan : tersebut menegaskan bahwa

memiliki hak untuk

memperoleh pe uai denga'n- keteni;{é}n hukum ku. Namun, status

," w r. L »
sebagai man Idana r.r_lasiﬁ dapat menjadi hambatan 0ses rekrutmen.

uncul ketika riwéyat pidana digmiaka'ri sebagali nolakan tanpa

Ievan;s.i dengén pekerjaan, atau pertirhban'gan yan

sebut berkaitan dengan kepastian hukum mengen

lam proses penerimaan tenaga kerja. Pemberi kerj

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, tetapi pener

etentuan hukum dan perlindungan hak warga neg leh karena itu,

alisis melalui

dalam akses pekerjaan bagi mantan narapidana pe

ran dan penerapan persyaratan rekrutmen, perlind dari perlakuan

ta tanggung jawab negara dalam menjamin p aan hak atas

ara hukum sebagaimana di

arus didasark

dijémin ol i cukup hanya diakui,

tetapi perlu memper: an melal ebijakan, dan tindakan
penyelenggara negara. Dalam kaitannyé, dengan hak atas pekerjaan, negara
berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku.1%

Persoalan kepastian hukum bagi mantan narapidana muncul ketika status sebagai

106 Miftah Alfidyah, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia” 1, no. 1 (2025): 1-9.
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orang yang pernah menjalani pidana masih menjadi alasan penolakan dalam proses
rekrutmen. Setelah menyelesaikan masa pidana, mantan narapidana kembali menjalani
kehidupan di masyarakat sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Namun,
dalam proses memperolen pekerjaan, riwayat pidana dapat kembali menjadi

pertimbangan yang menentukan diteri atau tidaknya seseorang, bahkan ketika

relevansinya dengan pekerjaan yan
Keadaan tersebut memperli lan mengenai batas penggunaan

riwayat pidana dalam pr

persyaratan tertentu aitan Qengan sifat, jawab, dan risiko suatu

pekerjaan. Di si ersyaratah tersebilf' perlu m | dasar yang dapat

dibenarkan apkan secéra'.. pfdpo.rsional.‘.- Apabila ebagai mantan

narapidana n ala}san penolakan secara menyelufuh tanp ertimbangkan

erjaan maupun kemampuan pelamar, maka pe n persyaratan

enimbulkan persoalan dari sudut pandang ke hukum dan

inistratif, termasuk penggunaan Surat Keteranga

erlu ditempatkan dalam kerangka tersebut. K an dokumen
k dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. tetapi, apabila

informasi

dokumen tersebut digunakan sebagai dasa olakan tanpa

memperti an relevansinya dengan pekerjaan, maka persoala
ersyaratan administrasi.  Hal tersebut m

apakah penerapannya m

kepada pencari kerja.!

peraturan tertulis,
narapidana perlu me
sedangkan pemberi kerja perlu menerapkan persyaratan berdasarkan kebutuhan
pekerjaan dan ketentuan hukum. Tanpa kejelasan tersebut, pemenuhan hak atas pekerjaan
dapat bergantung pada kebijakan masing-masing pemberi kerja, sehingga perlindungan
terhadap hak yang sama berpotensi berbeda antara satu tempat kerja dan tempat kerja

107 Farid Andi Romadhon, Dinda Heidiyuan Agustalita, and Yati Vitria, “‘REFORMULASI HUKUM
TERKAIT PENGGUNAAN SKCK DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DALAM
PERSPEKTIF HAM,” Jurnal Hukum 06, no. 06 (2026): 1776-84.
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lainnya.
Negara tidak cukup hanya menetapkan jaminan hak atas pekerjaan. Negara juga
perlu memastikan bahwa kerangka hukum dan pelaksanaannya mendukung warga negara

untuk menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu, implikasi terhadap prinsip negara

hukum dan kepastian hukum terleta pentingnya kejelasan batas persyaratan

rekrutmen, konsistensi penerapan indungan terhadap mantan narapidana
dari pembatasan yang tidak at dibenarkan.

Prinsip persamaan dalam perlindungan hak

konstitusional. Pasa an bahwa setiap warga

negara memiliki an yang ‘sarpaIQi déTai[n hukum intahan. Sementara
itu, Pasal 28 menjamin hak setiap oréng.qtéa kepasti yang adil serta

perlakuan hami bersama

ma di “hada‘pah‘ hukum. Jamina?hte[sébut per
| ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memb
n diskriminatif.*%® :

g ketenagakerjaan, prinsip persamaan berkaitan

perlindungan

n kesempatan

| berdasarkan

proses rekrutmen dan memperoleh perlakuan ya
relevan. Mantan narapidana tetap merupa megang hak
elah menyelesaikan masa pidananya. Oleh sebab iwayat pidana

tidak sehar secara otomatis menghapus kesempatan seseoran memperoleh

ian terhadap pelamar semestinya tetap mempe n kualifikasi,

n, serta persyaratan yang meman

setiap orang yang pe idana tida i atau tidak layak untuk
dipekerjakan. Apabil ebut dig dasar penolakan tanpa
penilaian terhadap keadaan dan kemampuan individu, maka proses rekrutmen berisiko
tidak lagi berorientasi pada kualifikasi pelamar, melainkan pada label yang melekat pada

dirinya.

108 Mahkama Konstitusi, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

109 Mohammad Ryan Bakry Irbad Aldo Sari, Irwan Santosa, “MORAL HUKUM PEMBATASAN
AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM BIDANG NOTARIS” 6, no. 2 (2025): 1356—
69.
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Diskriminasi juga dapat terjadi melalui penerapan persyaratan yang tampak berlaku
umum, tetapi dalam pelaksanaannya memberikan hambatan khusus bagi mantan
narapidana. Penggunaan SKCK, misalnya perlu dianalisis berdasarkan tujuan
persyaratan, karakteristik pekerjaan, dan cara informasi di dalamnya digunakan.
Persyaratan tersebut tidak serta-merta merupakan diskriminasi. Namun, apabila riwayat

pidana dijadikan alasan penolaka otomatis tanpa mempertimbangkan

relevansinya dengan pekerjaan, p t menimbulkan persoalan kesetaraan

kesempatan.

Hal ini menunjukk rinsip persama rarti semua pelamar harus

diterima tanpa m an persyarataﬁ.-pekerja r kerja tetap dapat
melakukan sel sarkan,kothetensi,'?ﬁteg’rilas, da
pada. 'd'ééar fpémbedaa‘r? .'perh:ikqan ters
berkaitan ‘ e \

kebutiihan pel?erjaan perlu dibéo‘akan ;giari p yang hanya

didasarkan

tigma atau anggapan umum terhadap mantan nara

Dalam ni, Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tenta tenagakerjaan
memberika r mengenai kesempatan yang sama bagi tenaga kerj k memperoleh
pekerjaan diskriminasi. Ketentuan tersebut perlu dibac am kerangka

mpatan kerja yang adil. Oleh karena itu, perluny astikan bahwa

mantan nar a tidak kehilangan kesempatan kerja hanya karena masa lalunya,

status tersebut tidak mempunyai hubungan y

levan dengan

menjunjung pengho ak.'® Dalam kerangka

tersebut, pembinaan n penting dari proses
pemasyarakatan.

Reintegrasi sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai keadaan ketika seseorang
keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali tinggal di tengah masyarakat.

Reintegrasi juga berkaitan dengan kesempatan untuk menjalankan kembali peran sosial,

110 “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.”
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membangun hubungan dengan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan hidup secara
mandiri. Pekerjaan memiliki keterkaitan dengan proses tersebut karena dapat
memberikan penghasilan, membentuk rutinitas yang produktif, dan membuka ruang bagi
mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Apabila mantan narapidana menghadapi stigma dan diskriminasi dalam proses

memperoleh pekerjaan, kesempata enjalankan peran sosial dan ekonomi

menjadi terbatas. Keadaan terse anya keterkaitan erat antara sistem

pemasyarakatan dengan p . Pembinaan yang diberikan

selama menjalani pida n mencapai hasil al apabila setelah kembali

ke masyarakat, m pidana tidak memperoleh k untuk menggunakan

dimilikiﬁya.fAks'es pekerj.aap menja atu kondisi yang

ng untuk kembali menjalankan kehidupa mandiri dan

.

menimbulkan

ikiaq, belum terpenuhinya hak atas pekerjaan
p keberhasilan reintegrasi sosial. Hal tersebut berarti bahwa

egrasi hanya ditentukan oleh faktor pekerjaan. Na kses terhadap

pekerjaan kan salah satu faktor penting yang mendukung s kembalinya

mantan nar. a ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemen ak atas pekerjaan tidak hanya bergantung pada ad etentuan yang

memperoleh

memberika inan secara normatif. Dalam praktiknya, kese

pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, persyaratan administratif,
in dalam hubungan keten

menempatkan negar

me
bertentangan de

Apabila hambata ; ] erintah, maka kebijakan
tersebut perlu dinilai inan hak konstitusional.
Pembatasan terhadap akses pekerjaan harus mempunyai dasar hukum dan tidak boleh
diterapkan secara sewenang-wenang. Begitu pula apabila hambatan muncul dalam proses

penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak swasta, negara tetap memiliki

111 Indi Naidha et al., “Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Pemenuhan Hak
Memperoleh Pekerjaan” 4, no. 2 (2025): 2457-66.



71

kepentingan untuk memastikan bahwa hubungan ketenagakerjaan berlangsung dengan
menghormati prinsip persamaan dan perlindungan terhadap hak pekerja.?
Dalam hal ini, perlindungan negara mempunyai arti bahwa mantan narapidana tidak

dibiarkan menghadapi hambatan hukum maupun sosial tanpa adanya mekanisme

perlindungan. Negara perlu memastika a aturan yang jelas, pengawasan terhadap

pelaksanaan ketentuan ketenagakerj nisme yang dapat digunakan apabila
terjadi perlakuan yang bertent tersebut merupakan konsekuensi

dari kedudukan hak atas onstitusional warga negara.

Persoalan terse ukkan ’bahV\ia pengakua peraturan perundang-

undangan belu nya menjawab péfsoalgn apa sanaannya masih

itu, tanggung

eks ini berkaitan pula dengan ?ercipté’.nya ko ukum mantan

menggunakan haknya secara wajar setelah esaikan masa

!

pidananya.

Pada a a, persoalan akses pekerjaan bagi mantan narapid kaitan dengan

bagaimana m memberikan perlakuan yang adil kepada se g yang telah

menyelesai idananya. Keadilan tidak berarti bahwa manta pidana harus

a dalam setiap keadaan tanpa memperhatikan kar. ekerjaan atau

berlaku. Keadilan lebih tepat dilihat dari apakah aan perlakuan

empunyai alasan yang dapat dibenarkan, serta tid jadikan masa

negara, terciptanya
mantan narapidana ‘
produktif. Oleh karena itu, kebijakan maupun praktik yang berkaitan dengan akses
pekerjaan perlu mempertimbangkan manfaat hukum dan sosial yang dapat diperoleh dari

terbukanya kesempatan tersebut.

112 Tpdra Kurniawan et al., “PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM DUNIA KERJA
DI INDONESIA” 4, no. 6 (2024): 1258—69.

113 Trhad Aldo Sari, Irwan Santosa, “MORAL HUKUM PEMBATASAN AKSES PEKERJAAN BAGI
MANTAN NARAPIDANA DALAM BIDANG NOTARIS.”
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Selain keadilan dan kemanfaatan, persoalan ini berkaitan dengan penghormatan
terhadap martabat manusia. Seseorang yang telah menjalani pidana tetap merupakan
subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Pemidanaan memang dapat
memberikan pembatasan terhadap hak tertentu selama seseorang menjalani pidana sesuai
n tersebut tidak serta-merta berarti seluruh

dengan ketentuan hukum, tetapi pembat
hak seseorang hilang setelah masa pi elesai. Setelah kembali ke masyarakat,

mantan narapidana tetap mem ebagai warga negara yang berhak

timbangkan apabila

untuk me kesempatan kerja tanpa mellhat~ keadaan asing dapat

onsekuenSI pidana di luar batas yang te.Iah dltentu eh hukum.

raian tersebut, kepastian hukum mengenai akses pe

narapidana cukup dinilai dari keberadaan jaminan konstitusi tapi juga dari

kejelasan d sistensi penerapan persyaratan rekrutmen. Riway na tidak harus

diabaikan
dapat dibe

menuntut

setiap keadaan, tetapi penggunaannya perlu me

dan relevan dengan pekerjaan. Dengan demikia astian hukum

keseimbangan antara kebutuhan pemberi kerj indungan hak

n narapidana, prinsip persamaan, dan tujuan

Upaya Optimalisasi ara dalam Pemen

Uraian pada a menunju alan pemenuhan hak
konstitusional manta lam akses j semata-mata berkaitan
dengan ketiadaan aturan hukum, tetapi juga dengan pelaksanaan dan perlindungan
terhadap hak yang telah dijamin. Oleh karena itu, upaya yang diperlukan bukan hanya
membentuk aturan baru, tetapi mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan yang telah

tersedia agar dapat memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih nyata bagi

114 Errisa Firdha Allanda, “Right to Be Forgotten Sebagai Instrumen Perlindungan Martabat Dan
Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Di Era Digital,” no. 4 (2026): 1-13.



73

mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara mempunyai peran aktif dalam
menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya hak warga negara. Peran tersebut

tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan,

perlindungan, pelayanan, dan pe agar hak yang telah dijamin dapat
dilaksanakan secara nyata.

1. Penguatan Perlindunga

al 27 ayat (2)

konstitusional

etentuan tersebut perlu dipahami bersama deng
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan
atas pekerjaan. Dengan adanya jaminan terseb tus seseorang

n narapidana tidak dapat ditempatkan sebagai alas olakan secara

ila tidak mempunyai hubungan yang relevan de ekerjaan yang

gan tersebut tidak berarti bahwa setiap pekerjaan terbuka tanpa

ngkan riwayat pidana. Pada pekerjaan tertentu, r pidana dapat

abila terdapat dasar hukum dan hubun

kembali menjalankan kehidupan ekonomi secara mandiri.*

Oleh karena itu, penguatan perlindungan perlu disertai dengan pengawasan

ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap praktik diskriminasi dalam proses

115 “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.”

116 Fathia Dwi Rachmasari and Dey Ravena, “Rasionalitas Persyaratan Surat Catatan Keterangan
Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Dikaitkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Dan Hak Asasi
Manusia” 61 (2026): 125-30.
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penerimaan tenaga kerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026
tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan telah mengatur mekanisme
pengawasan melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan

pengembangan sistem pengawasan.!'’ Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar bagi

penguatan pengawasan terhadap naan norma ketenagakerjaan, termasuk

memastikan bahwa kesempa ikan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Dalam perspe kesejahteraan, pengawasan merupakan

bentuk tanggu am 1 nberi ngan terhadap warga

bahwa ketentuan tersebut due.lankan dala

2. Penaata kan Admlnlstratlf yang Berkaltan dengah Akses

erllndungan terhadap diskriminasi, .optlmallsa a diperlukan

ijakan administratif yang dapat memengaruhi patan mantan

narapid lam memperoleh pekerjaan. Salah satu persoalan erlu mendapat

perhati lah penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepoli KCK) dalam
proses en. Dalam ketentuan terbaru, penerbitan SKCK di lam Peraturan
Kepoli egara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 ng Penerbitan

Surat gan Catatan Kepolisian. Peraturan tersebut men KCK sebagai

surat keterangan resmi yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya catatan

annya untuk suatu keperlua

Kedudukan agai dokumen a

pekerjaan. Pe j erlu menilai asarkan persyaratan
pekerjaan yang arena itu, yang tercantum dalam
dokumen administratif tidak seharusnya digunakan sebagai alasan penolakan secara
otomatis untuk seluruh jenis pekerjaan. Penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen
perlu  mempertimbangkan tujuan penggunaannya serta relevansinya dengan

pekerjaan yang dilamar.

117 «peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian.,” 2026, 1-15.

118 «peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian.”
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Penataan kebijakan administratif tersebut penting karena penggunaan catatan
pidana dalam proses rekrutmen dapat menjadi salah satu hambatan bagi mantan
narapidana untuk memasuki pasar kerja. Oleh sebab itu, diperlukan kejelasan
mengenai penggunaan informasi riwayat pidana agar tidak terjadi pembatasan yang

melampaui tujuan administratif dari men tersebut.''® Pembatasan terhadap akses

pekerjaan harus mempunyai d s dan mempunyai hubungan dengan
kepentingan yang hendak di

Dengan demiki an administratif merupakan

bagian dari pera alam menmptakan pe n kebijakan yang tidak

justru menj atan bagl pemenuhan hak ra. Negara perlu

memasti a kebuakan admlnlstrair f tetap memb pastian hukum
ga kgselmbangan antara kepent?ngan kgaman

tuk kembali menjalankan kehldupan secara layak.

3. Penguat tihan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pekerjaan

an hak atas pekerjaan tidak cukup dilakukan de enghilangkan

kriminatif. Negara juga perlu menjalankan fung litatif melalui

kemampuan mantan narapidana agar memili siapan untuk

nia kerja. Bentuknya dapat berupa pelatihan kete an, sertifikasi

pemberian informasi pekerjaan, serta hubung tara program

ngan kebutuhan dunia kerja. —-

narapidana tidak
dapat kembali
omor 22

sebagai
pemasyarakatan.*? u, bembi an yang diberikan selama
menjalani masa pidana perlu diarahkan agar mempunyai manfaat ketika seseorang

kembali ke masyarakat.

Program pelatihan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan

119 Wicaksono, “Problematika Penerbitan SKCK Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia.”
120 “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.”
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kemampuan peserta. Pelatihan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dunia
kerja akan kurang memberikan manfaat ketika mantan narapidana mulai mencari
pekerjaan. Karena itu, pemerintah dapat mengoptimalkan program pelatihan kerja
yang telah tersedia dengan memperluas akses mantan narapidana terhadap pelatihan,

sertifikasi, informasi lowongan kegj bungan dengan dunia usaha. Bimbingan

dirian ekonomi juga menjadi bagian
121

karier dan dukungan untuk m
alam memasuki dunia kerja.

Dalam keran jahter but menunjukkan bahwa
: ekerjaan, tetapi juga

enggunakan hak

si pelatrhéh dan pekerjaan bukah~berarti ne ib memberikan

~ .
ntu kéi)ada setiap mantan narapidana, melainka stikan adanya

dan ‘éarana yang wajar agar mereka' dapat b berdasarkan
an kualifikasi yang dimiliki.

4. Penguat dampingan dan Reintegrasi Sosial
berikutnya adalah memperkuat pendampinga elah mantan

mbali ke masyarakat. Penyelesaian masa pidana t cara otomatis

n sosial dan

n seluruh hambatan yang dihadapi dalam ke

a tahap tersebut, pendampingan dapat diarahk a pemberian
jaan, bifnbingan dalam mencari pekerjaan

n tenaga kerja, serta pe

patkan pembimbingan

dalam Undang-
dan reintegrasi bégian en araan pemasyarakatan.
Reintegrasi tidak hanya berkaitan dengan kembalinya seseorang secara fisik ke
masyarakat, tetapi juga dengan kemampuan untuk menjalankan kembali kehidupan

sosial dan ekonomi secara wajar.

121 Kholil Lur Rochman Syaiful Arifin, Mela Siti Fadilah, “BIMBINGAN KARIR MELALUI
PERILAKU ALTRUIS BAGI MANTAN NARAPIDANA DI BALAI PEMASYARAKATAN
PURWOKERTO,” 2025, 37-46.

122 Ana Fitria Khoirunnisak and Hamzah Fathullah, “Pendampingan Preventif Dalam Penanggulangan
Residivis Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kraksaan Probolinggo,” n.d., 1-9.
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Pendampingan juga perlu melibatkan lingkungan sosial dan pihak yang
berkaitan dengan akses pekerjaan. Mantan narapidana tidak dapat dibebani seluruh
tanggung jawab reintegrasi hanya kepada dirinya sendiri, karena keberhasilan
reintegrasi juga berkaitan dengan penerimaan masyarakat dan tersedianya

kesempatan untuk menjalankan kehidupan secara produktif. Dalam hal akses

pekerjaan, penguatan reintegrasi ukan melalui hubungan antara lembaga

pemasyarakatan, Balai Pem intah daerah, dinas ketenagakerjaan,

bentuk
yang |

n neg@ra dalqm menuptakan kond|3| yang ng kehidupan

gi Warga negara Peran negara tldak berakhlr aat seseorang

n masa pidana, tetapi tetap berkaitan dengan pr

mampuan untuk menjalankan kehidupan sosial onomi secara

mandir
5. ordinasi dan Evaluasi Kebijakan
an hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana kan beberapa
pihak s a pelaksanaannya membutuhkan koordinasi. Lemb masyarakatan
dan Bal asyarakatgn mempunyai peran dalam pembinaan endampingan,

intah melalui bidang ketenagakérjaa
fasilitasi pekerjaan.

n kebutuhan dan

Koordinasi kan agar p mpilan yang dilakukan

selama masa pe ak berhe iatan pembinaan, tetapi
mempunyai hubungan dengan kebutuhan setelah mantan narapidana kembali ke
masyarakat. Sinergi antar lembaga juga penting karena keterampilan, pendampingan,

dan akses pekerjaan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam proses

123 Naidha et al., “Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Pemenuhan Hak
Memperoleh Pekerjaan.”
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reintegrasi sosial.'?*

Selain koordinasi, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Evaluasi
dapat diarahkan pada kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan,
keberlanjutan pendampingan, keterjangkauan program, serta hambatan yang masih

dihadapi mantan narapidana dala oleh pekerjaan. Evaluasi diperlukan agar

kebijakan tidak berhenti p. program, tetapi dapat diketahui

terdapat bagian yang belum

evaluasi merupakan

kan memberikan

Jawabprﬁigafar ﬂdﬁq‘(nemastl
yata. N,igaréut.ﬁak hanya be@@ung jaw
i Jugd})qﬂu’ memastikan bahwaf pgidksanaa

uat aturan dan

rjalan secara

mehdukung, dan dapat dievaluasi. Qengan de , optimalisasi
tldak berhenti pada pembentukan kebljakan pi mencakup
an perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.
Kelima tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep n kesejahteraan,

peran aktif untuk menciptakan kondisi yang mend terlaksananya

negara mem

hak warga . Bagl mantan narapidana, peran tersebut diara gar hak atas

pekerjaan ti henti sebagal jaminan normatif, tetapi dapat dij secara nyata

melalui kesempatan yang adll perlindungan hukum, pemngkatan kemampuan, dan

enjalani masa pidana.

124 Setya Wahyudi Elang Yewisen Syachla Elden, Dwi Hapsari Retnaningrum, “Sinergi Antar-Lembaga Dalam
Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan Dan Balai Pemasyarakatan
Dalam  Mendukung  Reintegrasi ~ Sosial,”  Soedirman Law Review 8, no. 1 (2026),
https://doi.org/10.20884/1.sIr.2026.8.1.16140.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak

konstitusional mantan narapidana d akses pekerjaan belum terlaksana secara

optimal. Hal ini karena adanya ha a sosial, diskriminasi oleh pemberi kerja,
penggunaan Surat Keteran isian (SKCK) yang dapat menjadi

hambatan dalam prose timalnya keterhubungan antar

lembaga. Kondisi t hak atas pekerjaan dalam

nunjukka'.n bahwa

peraturan peru angan berum sepepuhnya dii upaya yang memadai

untuk menj S pekerjaaﬁ bagl mantah-nal’apldana

ekerjaan bagl mantan narapldana mas;h mengh ersoalan dalam

terutama terkait kejelasan dan relevansi persya ekrutmen serta

ari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, opti Si peran negara

melalui penguatan perlindungan, pencegahan dis si dalam proses

ataan kebijakan administratif, penguatan pendamp serta penguatan

evaluasi. Upaya tersebut diperlukan agar man rapidana dapat

an kembali di

esempatan kerja secara adil dan menjalani k

esual dengan prinsip negara kesejahteraan.

dap

sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah: diperlukan penguatan pelaksanaan dan pengawasan terhadap
ketentuan yang menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh
pekerjaan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan administratif yang
berkaitan dengan riwayat pidana tidak digunakan sebagai hambatan secara otomatis

terhadap mantan narapidana, terutama apabila riwayat tersebut tidak mempunyai
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hubungan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Selain itu, program
pelatihan, pendampingan, dan reintegrasi sosial perlu diperkuat dan dihubungkan
dengan kebutuhan dunia kerja agar mantan narapidana mempunyai kesempatan

yang lebih nyata untuk kembali bekerja dan menjalankan kehidupan secara mandiri.

. Bagi masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat menerima mantan narapidana

sebagai bagian dari masyarakat gurangi stigma terhadap masa lalu mereka.

Masyarakat juga diharapk esempatan yang adil kepada mantan

narapidana untuk beke kehidupan sosial.
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